PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
2021




DAFTAR ISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO. JENIS SOP NOMOR SOP
URUT
1. SOP Surat Masuk W5-U9/1142 /0T.01.3/11/2021
2. SOP Surat Keluar W5-U9/ 13y /0T.01.3/11/2021
3. SOP Buku Register W5-U9/ |14y /0T.01.3/11/2021
4, SOP Laporan Bulanan W5-U9/ |36 /0T.01.3/11/2021
5. SOP Laporan Triwulan Penanganan W5-U9/ |34} /0T.01.3/11/2021
Pengaduan
6. SOP Laporan Empat Bulanan W5-U9/ 174% /0T.01.3/11/2021
7. SOP Laporan Enam Bulanan W5-U9/ |34% /0T.01.3/11/2021
8. SOP Laporan Tahunan W5-U9/ 1349/0T1.01.3/11/2021
9. SOP Penataan Arsip Perkara W5-U9/1350/0T.01.3/11/2021
10. SOP Peminjaman Berkas Perkara W5-U9/ 1151 /0T.01.3/11/2021
11. SOP Pengembalian Berkas Perkara W5-U9/ |352 /0T.01.3/11/2021
12. | SOP Pendaftaran Surat Kuasa Khusus WS5-U9/ 145% /0T.01.3/11/2021
13. | SOP Pendaftaran Surat Izin Kuasa WS5-U9/ |45Y/0T.01.3/11/2021
Insidentil
14. | SOP Legalisasi Surat Akta di Bawah W5-U9/ (35 /0T.01.3/11/2021
Tangan (Waarmerking)
15. | SOP Pendaftaran Akta Pendirian W5-U9/ 136(./0T.01.3/11/2021
Badan Hukum
16. | SOP Penanganan Pengaduan Melalui W5-U9/ |45%/0T.01.3/11/2021
Meja Pengaduan
17. SOP Penanganan Delegasi Badan W5-U9/ l$'5% /0T.01.3/11/2021
Pengawasan tentang Tindak Lanjut
Pengaduan
18. SOP Survei Kepuasan Masyarakat W5-U9/ 1959 /0T.01.3/11/2021
19. | SOP Survei Persepsi Anti Korupsi WS5-U9/ 1360 /0T.01.3/11/2021
20. | SOP Laporan Pos Bantuan Hukum W5-U9/ 136] /0T.01.3/11/2021
21. | SOP Pelayanan Informasi Publik W5-U9/1462/0T.01.3/11/2021
22. | SOP Penanganan Urutan Persidangan W5-U9/ 1965 /0T.01.3/11/2021
23. | SOP Elektronik Surat Keterangan W5-U9/ 1464 /0T.01.3/11/2021

(Eraterang)




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/|347 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 DESEMBER 2016

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
A DIANA

NAMA SOP SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan

3. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 Tentang
Pdeoman Penyusunan SOP di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya

4. Buku | Administrasi Peradilan MA tahun 2007

5. Buku Il Pedomann Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009

1. S1-Hukum
2. D3
3. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengelolaan Surat Bagian Umum
2. SOP Pengelolaan Surat Bagian kepaniteraan
hukum

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka akan menghambat tata
administrasi persurat kepaniteraan hukum

1. Administrasi Persuratan Kepaniteraan Hukum
2. Buku Register Surat Masuk
3. Aplikasi PTSP+

Halaman 1 dari 2




) Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Staf Panmud , Persyaratan/
Hukum Hukum Peiiierd Perlengkapan Wakiu Output
Menerima dan C) Disposisi surat
Menyerahkan masuk, Buku 10 Diterimanya disposisi
1 (disposisi surat ekspedisi menit rsurat masuk pada
imasuk dari sub penerimaan surat, kepaniteraan hukum
lbagian umum laplikasi PTSP+
Mempelajari/
Menindaklanjuti/ | I Tersedia
Membalas Surat/ - konsep/instruksi atasan
Menanggapi Disposisi surat 1x8 langsung terkait
2 [(disposisi surat imasuk, aplikasi iam penyelesaian disposisi
masuk serta PTSP+ J pimpinan
menginputnya ke
dalam aplikasi
PTSP +
Melaksanakan Surat Masuk, 1 ::r:iicgl:z?nstruksi B—
3 :ﬁiggﬁﬁ;amsan EZI i gfp Sojr'% AlesEn jam langsung terkait
9 penyelesaian
ISurat masuk,
Mengagendakan v Disposisi atasan
wrat masuk lansung, Data Terselesaik
alam buku ] 9 R i
4 dukung . nstruksi dalam
genda surat lak jam : o
sl pelaksanaan disposisi surat masuk
kepaniteraan Hisposisi
v
5 [Mengarsipkan CD Surat masuk, Box 10 Teﬁ”:np:“ ks arsip
lsurat masuk file, Lemari arsip menit T mestxgengan

baik

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

WS-UQ/HH2/0T.Ul.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 DESEMBER 2016

TGL. REVISI

5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

="

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

HISTORI PERUBAHAN

NO

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU

Pengelolaan Surat Masuk manual

PTSP+

Ada aplikasi persuratan yaitu | 8 November 2021




MAHKAMAH AGUNG R.l.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/| 443/0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/(\”‘/
DEKA DIANA

NAMA SOP SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman;
PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan

PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 Tentang
Pdeoman Penyusunan SOP di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya

Buku | Administrasi Peradilan MA tahun 2007
Buku Il Pedomann Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan Tahun 2009

2.

1. S1-Hukum
2. D3
3. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengelolaan Surat Bagian Umum
2. SOP Pengelolaan Surat Bagian kepaniteraan
hukum

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka akan menghambat tata
persuratan kepaniteraan hukum

1. Administrasi Persuratan Kepaniteraan Hukum
2. Buku Register Surat Keluar
3. Buku Ekspedisi Keluar Umum

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Aktivitas Staf Panmud . Persyaratan/

Hukum Hukum ESIIEA Perlengkapan Wahid Cuitpu
Membuat draft g‘:g:i'%:;ft

1 urat keluar Fiueun : ang 1x8 ISelesainya draft surat
Eesuai disposisi dipertugkgn ik jam keluar

fasan membalas surat
v Draft surat keluar,
Mengetik surat < Disposisi surat .

2 ipengantar keluar D masuk, Data 1jam E;?faekjn:iaﬂ sumt
yang telah selesai Tidak dukung yang : .
dikonsep # diperlukan untuk ditanAaIETHEn!

membalas surat
M T Surat keluar, Data > Isi surat telah sesuai
3 K ?rg?rl SRRHE > dukung yang perlu iam idengan data dukung
e dilampirkan ) idan materi disposisi
Ya
Surat keluar, Buku
. A\ lekspedisi surat
4 g\enandatanganl I___I keluar kepaniteraan 2 Surat keluar siap dikirim
urat keluar hukurn. Buku jam
lagenda surat keluar
Menyerahkan
oo | ¥ Bk o
Umum untuk ; Surat tercatat dalam
5 [diteruskan ke (—_—) eluar kepaniteraan 10, buku agenda dan
ihak yang halkim, Buky menk terkirimnya surat
erwenang lagenda surat keluar

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/ l?M %/0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

LB

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

HISTORI PERUBAHAN

NO

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




NOMOR S0P W5-U9/ |344/0T.01.3/11/2021
TGL. PEMBUATAN |1 DESEMBER 2016
TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
MAHKAMAH AGUNG R.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Y
Kabupaten Sarolangun /".7
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP BUKU REGISTER
DASAR HUKUM : KUALI FIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. 52
Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. S1-Hukum
2. PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 tentang 3. D3
Pedom_an Penyusunan SOP Administrasi 4. SMA Sederajat
Pemerintahan
3. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya
4. Buku | Administrasi Peradilan MA tahun 2007
5. Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Seluruh SOP Kepaniteraan Hukum 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan , maka melanggar 1. Buku Register Surat Masuk
kepatuhan dalam pengisisan register 2. Buku Register Surat Keluar
3. Buku Register Surat Masuk Keterangan Tidak Pernah di
Pidana
4. Buku Register Surat Keluar Keterangan Tidak Pernah di
Pidana
5. Buku Register Permohonan Informasi
6. Buku Register Surat Kuasa Khusus Pidana
7. Buku Register Surat Kuasa Khusus Perdata
8. Buku Register Surat Kuasa Insidental
9. Buku Register Berita Acara Penyerahan Berkas Pidana In
Aktif
10. Buku Register Berita Acara Penyerahan Berkas Pidana In
Aktif
11. Buku Register Pengaduan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Staf Panmud : Ketua / Persyaratan/
Hukum Hukum Panitera Wakil Ketua| Perlengkapan Wekdy Output
IMengisi buku Buku Register, ATK |15 Menit[Tersedianya
register ( ) buku register

lyang terisi data

IMenutup buku

Buku Register, ATK

15 Menit |Penutupan

Buku Register

register
2 [ L]
Memparaf buku Buku Register, ATK [15 Menit [Tersedianya
register buku rnagj;;’i,ﬂ.};ﬂ.gI )
3 o lyang sudah di
D paraf
Menandatangani Buku Register, ATK [15 Menit [Tersedianya

Buku Register

buku register
yang sudah di
tanda tangani

Penyelesaian
Buku Register
dan menyimpan
ke dalam lemari
kepaniteraan
hukum

Buku Register, ATK

15 Menit [Tersedianya

buku register
yang sudahdi
tutup dan
disimpan

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP WS-U9/|34Y /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN 41 DESEMBER 2016

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
MAHKAMAH AGUNG R.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun /-59_:7

DEKA DIANA
NAMA SOP SOP BUKU REGISTER
HISTORI PERUBAHAN
NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 Dalam bagian pencatatan/ Telah dirincikan buku-buku 8 November 2021

pendataan SOP belum dirincikan | register dalam SOP




MAHKAMAH AGUNG R.l.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5«U9/H‘1§ /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

e

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung Rl;

Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor 5
Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh
PengadilanNegeri dan Pengadilan Tinggi
Keputusan KMA Rl No:139/KMA/SK/1X/2011
tentang Pemberlakuan Formulir Laporan
Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik

Buku | dan Il tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan standar
Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan

1. S2
2. 51
3. D3
4. SLTA

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

2.

1.

SOP Kepaniteraan Pidana
SOP Kepaniteraan Perdata

Komputer
Printer

il

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku register perkara

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data
penangananperkara tidak akurat.

Delegasi
Mediasi

Gop W e

Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara
Keadaan Perkara

Keuangan Perkara

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Staf Panmud . Ketua / Persyaratan/
Hukum Hukum Panitera Wakil Ketua Perlengkapan Wty Quiplt
Menenma dan
Meneliti data ( , 3 ;
iManual maupun y Rekapitulasi
Isoftcopy dapl)'i B Islaprfr;aur:idlizana 10 | Laporan
1 [Kepaniteraan dan Perdata Menit | perkara Pidan
Perdata Umum / . ATK dan Perdata
Khusus dan
Pidana Umum /
Khusus
. . - Konsep
; - Rekapitulasi
Menganalisa Laporan
, pan Menelii data o] ;?d“a%’:g::'km 60 bulanan
dari masing-masing Menit | - Konsep
Perdata
Kepaniteraan - ATK surat
pengantar
Laporan
Mengcopy / v - Konsep laporan 30 bulanan
3 Mencetak data :I bulanan menit | ditanda
laporan - ATK tangani oleh
Panitera
Laporan
bulanan
Laporan ditandatangani
> - Laporan bulanan
4 [fandatangan D ditandatangani 15 g?aligz?at:lg: oleh KPN
aporan bulanan oleh Panitera Menit leh Pani g setelah
- ATK oleh Panitera | pjpitera
dan KPN
tandatangan
- Laporan Konsep surat
Bulanan yang pengaqtar
Membuat Surat telah ditandatan g | Konsep harus diparaf
5 [PengantarLaporan I _.II“" gani oleh Menit surat oleh Panmud
Bulanan Panitera dan pengantar
KPN
- ATK
Konsep surat
6 E’andatangan pengantar yangsudah| 10 | Surat
urat pengantar > I I diparaf oleh panmud | menit | pengantar
- Laporan
Meminta nomor Bulanan 10 Surat
urat pengantardari - Surat pengantar .| pengantar
X f)agian umum dan D~1 - Agenda surat menit | mendapatkan
di cap stempel ‘ keluar nomor surat.
- ATK
¢ Laporan
- Laporan Buianan yang
. E_—l Bulanan dilcirim
Menginm - Surat pengantar 10 berupa soft
g [aporan bulanan I_ce yangsudah menit Tand_a‘buktl file pada
ecara elektronik mendapatkan pengiriman aplikasi
2 : plikasi
e Dirjen Badilum nomor surat
- Buku ekspedisi pglgporan
- ATK Drrjgn
Badilum
- Arsip laporan Tersimpannya
9 Mengarsipkan ) Bulanan 15, arsip laporan
raporan bulanan - Boxfile menit | pylanan
- ATK perkara

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.L.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/134 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

/2\)-/
Dem

f\lAMA sop

SOP LAPORAN BULANAN

HISTORI PERUBAHAN

NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 - bagian pencatatan dan - bagian pencatatan 8 November 2021

pendataan SOP belum
ada rincian data-data yang
dilaporkan setiap bulan

- Pelaporan bulanan masih
manual dikirim
hardcopynya

dan pendataan SOP
telah lengkap rincian

data-data yang
dilaporkan setiap
bulan

- Langkah 8 pada SOP

telah disesuaikan

dengan kondisi saat
ini yaitu pelaporan

dengan elektronik




MAHKAMAH AGUNG R.l.

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/|3Y(, /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/2./
DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP TRIWULAN LAPORAN PENGADUAN

DASAR HUKUM :

KUALI FIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang
Peradilan Umum.

Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang
perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Ketua Mahkamah Agung No.
076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengaduan Di lingkungan Lembaga
Peradilan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Perma No 7 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan

1. S1-Hukum
2. D3

3. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

y

2.
3

SOP Pengelolaan surat masuk kepaniteraan
hukum

SOP Umum dan keuangan
SOP Kepegawaian

1
2
3. Komputer
4. Printer

Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku Register Pengaduan

PER

INGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Uika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak mamatuhi
proses penanganan pengaduan

Buku Register Pengaduan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Staf Panmud : Ketua / Persyaratan/
Hukum Hukum Panitera Wakil Ketua Perlengkapan Wakiu Output
Menenma dan
Meneliti data D
IManual maupun s . Rekapitulasi
: - poran dari
|softcopy dari Panmud Pidana 10 Laporan
1 |Kepaniteraan dan Perdsta Menit | perkara Pidan
Perdata Umum / . ATK dan Perdata
Khusus dan
Pidana Umum /
Khusus
; ; - Konsep
: - Rekapitulasi
Menganalisa Laporan
, [an I'?!Ieneliti data 'L_:I kadporar; perkara | g bulanan
dari masing-masing AN Ral Menit | - Konsep
: Perdata
Kepaniteraan . ATK surat
pengantar
Laporan
Mengcopy / v - Konsep laporan 30 bulanan
3 |Mencetak data I:__I bulanan menit | ditanda
laporan - ATK tangani oleh
Panitera
Laporan
bulanan
Laporan ditandatangani
%I l - Laporan bulanan 15 Buﬁanan telah | oleh KPN .
4 'Tanda tangan dttandatapgam . | ditandatangan
laporan bulanan oleh Panitera Menit | ; setelah
. ATK oleh Panitera Panitera
danKEN tandatangan
- Laporan Konsep surat
Bulanan yang pengantar
Membuat Surat telah ditandatan a0 | Konsep harus diparaf
5 |PengantarLaporan I _||4 gani oleh Menit | surat oleh Panmud
Bulanan Panitera dan pengantar
KPN
- ATK
Konsep surat
6 E’andatangan pengantar yangsudah| 10 | Surat
urat pengantar > I l diparaf oleh panmud | menit | pengantar
- Laporan
Meminta nomor Bulanan Surat
- lsurat pengantardari - Surat pengantar 10_ pengantar
bagian umum dan ‘__I_p‘- - Agenda surat menit | mendapatkan
di cap stempel keluar nomor surat.
- ATK
Jr Laporan
- Laporan Buianan yang
Bulanan dil¢irim
Menginm E] - Surat pengantar 10 berupa  soft
8 Eporan bulanan l_<e yangsudah menit Tand_a‘bukll file pada
ecara elektronik mendapatkan pengiriman aplikasi
2o ! plikasi
ke Dirjen Badilum nomor surat |
- Buku ekspedisi peAporan
- ATK Dirjen
Badilum
- Arsip laporan Tersimpannya
9 engarsipkan ) Bulanan 15, arsip laporan
Fporan bulanan - Boxfile menit | pylanan
- ATK perkara

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I

NOMOR SOP

W5-U9/ |4y /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun /‘},,47
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP TRIWULAN LAPORAN
PENGADUAN
HISTORI PERUBAHAN
NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU




NOMOR SOP ws5-U9/|44% /0T.01.3/11/2021
TGL. PEMBUATAN |17 DESEMBER 2018
TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
MAHKAMAH AGUNG R.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun /},/
DE ANA
NAMA SOP SOP PEMBUATAN LAPORAN EMPAT
BULANAN
DASAR HUKUM : KUALI FIKAS! PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang| 1. 52
Kekuasaan Kehakiman; 2. S1
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang | 3. D3
Mahkamah Agung RI; 4. SMA Sederajat
3. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor 5
Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh
PengadilanNegeri dan Pengadilan Tinggi
5. Keputusan KMA Rl No:139/KMA/SK/IX/2011
tentang Pemberlakuan Formulir Laporan
Pengadilan Versi BaruSecara Elektronik
6. Bukuldan Il tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. Komputer
2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. Printer
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data
penanganan perkara tidak akurat.

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas Panmud Panit Ketua / Wakil Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Stal Hukum Hukum anitera Ketua Perlengkapan
Menenma dan Laporan dari Rekapitulasi
Meneliti data ( , Panmud Pidana Laporan perkara
Manual dan dan Perdata Pidana dan
softcopy dari ATK it Perdata
1 |[Kepaniteraan Naii
Perdata dan eni
Pidana
Menganalisa Rekapitulasi Konsep laporan
idan Meneliti data Laporan dari Empat bulanan
idari masing-masing =|_I I Panmud Pidana Konsep surat
2 |Kepaniteraan dan Perdata 60 |pengantar
ATK menit
Mengcopy / Konsep Laporan - Laporan Empat
Mencetak data v Empat Bulanan 30 [|bulanan
3 laporan :I ATK menit (ditandatangani
oleh Panitera
Tanda tangan Laporan Empat Laporan Empat  |Laporan Empat
llaporan empat bulanan yang bulanan telah bulanan
lbulanan > D ditandatangani ditandatangani  |ditandatangani
4 oleh Panitera oleh Panitera dar foleh KPN setelah
ATK 15 IKPN Panitera
Menit tandatangan
Membuat Surat Laporan Empat Konsep surat Konsep surat
Pengantar Laporan bulanan yang pengantar pengantar harus
empatBulanan ditandatangani diparafoleh
5 I _||4 oleh Panitera 30 Panmud
dan KPN .
ATK Menit
Tandatangan Konsep surat ISurat pengantar
|surat pengantar pegg;:r;tfir ya?g
sudah dipara
> oleh Panmud
8 »[ ] 0% 10
menit
eminta nomor Laporan Empat ISurat pengantar
urat pengantardari bulanan mendapatkan
bagian umum dan | _}4 Surat Pengantar nomor surat.
7 |di cap stempel ﬁg:anda Surat 10 :
eluar meni
ATK
Mengirim Laporan Empat - Tandabukti |Laporan
aporan empat v bulanan pengiriman  [Bulanan yang
bulanan ke : I I Surat Pengantar - Ekspedisi idikirim berupa
- PT dengan yang sudah 10 surat keluar |soft copy melalui
8 [embusan keMA, mendapat nomor Menit lemail atau
Badilumdan surat idengan CD
BAWAS Buku Ekspedisi
ATK
Mengarsipkan v Arsip laporan Tersimpannya
9 llaporan empat empat bulanan 15 rsip laporan
bulanan D Box File menit [Empat bulanan
ATK perkara

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.l.

Kabupaten Sarola

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

ngun

NOMOR SOP

WS-UQ/]M /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

e

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PEMBUATAN LAPORAN EMPAT
BULANAN

HISTORI PERUBAHAN

NO

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU

Laporan empat bulanan

dikirimkan berupa softcopy

Laporan empat bulanan
dikirimkan berupa hardcopy,
jadi terdapat perubahan
dalam langkah ke 8

8 November 2021




NOMOR SOP W5-U9/|3y} /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |17 DESEMBER 2018

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
MAHKAMAH AGUNG R.L. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun /“ry
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PEMBUATAN LAPORAN ENAM
BULANAN
DASAR HUKUM : KUALI FIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang| 1. S2
Kekuasaan Kehakiman; 2. S1
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang | 3. D3
Mahkamah Agung RI; 4. SMA Sederajat
3. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor 5
Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh
PengadilanNegeri dan Pengadilan Tinggi
5. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/1X/2011
tentang Pemberlakuan Formulir Laporan
Pengadilan Versi BaruSecara Elektronik
6. Buku ! dan Il tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. Komputer
2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data
penangananperkara tidak akurat.

Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas y Ket.
NO Panmud - Ketua / Wakil Persyaratan/
Staf Hukum 1 — Panitera Kelia Perlengkapan Waktu Output
Menenma dan Laporan dari Rekapitulasi
Meneliti data ( ) Panmud Pidana Laporan perkara
Manual dan dan Perdata Pidana dan
lsoftcopy dari ATK 0 Perdata
1 |Kepaniteraan M1 ,
Perdata dan enit
Pidana
Menganalisa Rekapitulasi Konsep laporan

idan Meneliti data

dari masing-masing

ﬂ

Laporan dari
Panmud Pidana

Enam bulanan
Konsep surat

2 |Kepaniteraan dan Perdata 60 |pengantar
ATK :
menit
Mengcopy / Konsep Laporan - Laporan Enam
3 Mencetak data Y enam bulanan 30 |bulanan
aporan I::I ATK menit [ditandatangani
loleh Panitera
Tanda tangan Laporan Enam Laporan Enam Laporan Enam
aporan enam bulanan yang bulanan telah bulanan
bulanan > I: ditandatangani ditandatangani  (ditandatangani
4 oleh Panitera oleh Panitera dar pleh KPN setelah
ATK 15 IKPN Panitera
Menit tandatangan
Membuat Surat Laporan Enam Konsep surat Konsep surat
Pengantar Laporan bulanan yang lpengantar pengantar harus
lenam bulanan ditandatangani diparaf oleh
5 I _||4 gl:: I?Fz:;;ilera 30 Panmud
Menit
ATK
Tandatangan Konsep surat ISurat pengantar
lsurat pengantar peggﬁrggr ya?g
sudah dipara
6 N I oleh Panmud
- AIK ml:e(r)ﬂt
Eemlnta nomor Laporan Enam ISurat pengantar
urat pengantardari bulanan mendapatkan
bagian umum dan I _ll"‘ Surat Pengantar nomor surat.
7 dicap stempel ﬁglenda Surat 10 1
eluar meni
ATK
Mengirim Laporan Enam - Tandabukti [Laporan
aporan enam Y bulanan pengiriman  [Enam bulanan
ulanan ke : | I Surat Pengantar - Ekspedisi yangdikirim
PT dengan yang sudah 10 surat keluar  |berupa soft cop,
8 fembusan keMA, mendapat nomor Menit imelalui email
Badilumdan surat fatau dengan CI
BAWAS Buku Ekspedisi
ATK
Mengarsipkan v Arsip laporan Tersimpannya
g [aporan enam enam bulanan 15 rsip laporan enam
bulanan D Box File menit Fulanan perkara
ATK

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.I.

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/|3y} /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PEMBUATAN LAPORAN ENAM
BULANAN

HISTORI PERUBAHAN

NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 Laporan enam bulanan dikirimkan | Laporan enam bulanan 8 November 2021

berupa softcopy

dikirimkan berupa hardcopy
jadi terdapat perubahan
dalam langkah ke 8




MAHKAMAH AGUNG R.L.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5'U9/W‘\‘j /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
P
. DEKA DIANA

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALI FIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI;

Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor 5
Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh
PengadilanNegeri dan Pengadilan Tinggi
Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/1X/2011
tentang Pemberlakuan Formulir Laporan
Pengadilan Versi BaruSecara Elektronik

Buku | dan Il tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan

1. S2
2. 81
3. D3
4. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. SOP Kepaniteraan Perdata

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data
penangananperkara tidak akurat.

Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara

Ha

laman 1 dari 2

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN




Pelaksana Mutu Baku
NO Aklivitas Panmud : Ketua / Wakil Persyaratan/ Ket.
Staf Hukum Hokur Panitera Ketua Perlengkapan Waktu Qutput
Menenma dan Laporan dari Rekapitulasi
Meneliti data ( ) Panmud Pidana Laporan perkara
Manual dan dan Perdata Pidana dan
softcopy dari ATK Perdata
1 |Kepaniteraan 10
Perdata dan Menit
Pidana
Menganalisa Rekapitulasi - Konsep
idan Meneliti data Laporan dari laporan
dari masing-masing o 1 I Panmud Pidana tahunan
2 |Kepaniteraan dan Perdata 60 |- Konsep surat
ATK Menit pengantar
Mengcopy / Konsep Laporan - Laporan tahunan
3 [Mencetak data v tahunan 30  [ditandatangani
laporan L__] ATK menit |oleh Panitera
Tanda tangan Laporan tahunan ILaporan tahunan |Laporan
laporan tahunan yang elah tahunan
_D ditandatangani ditandatangani  ditandatan
= oleh Panitera oleh Panitera dar [gani oleh
4 ATK KPN KPN
15
Menit nsetel‘ah
Panitera
tandatang
fan
Membuat Surat Laporan tahunan Konsep surat Eonsep
Pengantar Laporan yang pengantar urat
tahunan ditandatangani pengantar
5 I J«— oleh Panitera harus
— dan KPN 30, diparaf
ATK Mt bleh
Panmud
ITandatangan Konsep surat Surat pengantar
fsurat pengantar peggsr:}_ar ya?g
sudah dipara
6 .;I'I_j oleh Panmud 10
ATK :
menit
Meminta nomor Laporan tahunan ISurat pengantar
urat pengantardari Surat Pengantar mendapatkan
7 agian umum dan | _J'#. Agenda Surat 10 [romor surat.
i cap stempel Keluar bkt
ATK
Mengirim Laporan tahunan - Tandabukti |Laporan
aporan tahunan : L Surat Pengantar pengiriman  [tahunan
PT dengan E yang sudah - Ekspedisi yangdikirim
embusan keMA, mendapat nomor 10 surat keluar  |perupa soff]
8 [Badilumdan surat . copy
BAWAS Buku Ekspedisi Menit melalui
ATK lemail atau
idengan
CD
Mengarsipkan v Arsip laporan Tersimpannya
g [aporan tahunan enam bulanan 15 rsip laporan
(D Box File menit Fahunan perkara
ATK

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.I.

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

WS5-U9/|949)/0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

g

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

HISTORI PERUBAHAN

NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 Laporan tahunan dikirimkan Laporan tahunan dikirimkan 8 November 2021

berupa softcopy

berupa hardcopy jadi
terdapat perubahan dalam
langkah ke 8




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR S0P W5-U9/1350 /07.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 DESEMBER 2016

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
e
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PENATAAN ARSIP PERKARA

DASAR HUKUM :

KUALI FIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan

3. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya

4. Buku | Administrasi Peradilan MA tahun 2007

5. Buku Il Pedomann Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009

S2

S1-Hukum

D3

SMA Sederajat

ol ol o

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Buku Register

Printer

Box Arsip

Rak/ Lemari

g1 W sy s

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan , penataan arsip perkara
tidak akan berjalan

1. Buku Register
2. SIPP
3. Arsip Perkara

Halaman 1 dari2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No (Aktivitas .| Panmud Panmud Persyaratan/
Petugas Arsip Hukum |Pidana/Perdata Perlengkapan Waktu Output
Menerima berkas- Berkas perkara in 5 Menit Inventarisasi berkas
berkas perkara in Fktif. berita acara perkara
laktif dari enyerahan berkas
kepaniteraan D e Q in aktif
1 pidana dan perdata
Berkas perkara in 15 Tersedianya berkas
Meneliti aktif, ATK, dan menit perkara yang
kelengkapan berkas berita acara lengkap disertai
perkara dan |__I= penyerahan berkas tanda terima
5 imenyimpan tanda —l penyerahan berkas
terima penyerahan
ke dalam bundle
larsip surat yang
bersangkutan
Mengelompokkan Berkas perkara in 15 menit  |Berkas perkara
berkas perkara v laktif, ATK dan buku lyang sudah
lpidana/perdata Ej register dikelompokkan
3 |yang diterima lsesuai
berdasarkan kualifikasinya
kualifikasinya
Menata arsip Berkas perkara in 1 jam Tersusunya berkas
berkas perkara dan laktif, ATK, perkara dalam box
imemasukkannya ke v Komputer, Printer,
idalam box arsip box arsip
esuai dengan I:
4 ﬁualiﬁkasinyadenga
in diberi indeks :
a.Jenis Perkara
b.Nomor urut box
c.Nomor perkara
Menata box-box Bekras 30 menit [Tersedianya berkas
rsip ke dalam Perkara in aktif, rak/ perkara yang sudah
Eakllernari di ruang E:I emari tersusun di
5 larsip perkara rak/lemari arsip
Membuat Daftar Isi Berkas perkara in 15 menit [Tersedianya DIR
Rak (DIR) atau laktif, ATK, latau DIL
Daftar Isi Lemari v Komputer, Printer
6 |DIL) I I
Melakukan Berkas perkara in 5menit [Tersedianya daftar
penyimpanan arsip Ektif. komputer, larsip berkas
berkas perkara plikasi SIPP perkara in aktif
naktif dalam bentuk y dalam SIPP
yang lain yaitu D
7 |menginput arsip

berkas perkara in
faktif ke dalam
ISistem Aplikasi
Penelusuran
Perkara (SIPP)

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.l.

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS i
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U 9/]%‘0 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 DESEMBER 2016

TGL. REVISI

5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

LE

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENATAAN ARSIP PERKARA

HISTORI PERUBAHAN

NO

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU

Penomoran indeks arsip berupa :
a. Jenis Perkara
b. Nomor urut box
c. Nomor perkara
d. Jenis klasifikasi

Penomoran indeks arsip
berupa :
a. Jenis Perkara
b. Nomor urut box
¢. Nomor perkara

8 November 2021




MAHKAMAH AGUNG R.l.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1l
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR S0P WS5-U9/|35| /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/;y'-/

/
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

3. UU No. 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum

4. UU No. 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua
atas
UU No. 14 tahun 1985 tentangMahkamah Agung

5. UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144
Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia NOMOR : 002 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Standar Pelayanan Pengadilan

8. Keputusan KMA RI No.26/KMA/SK/I/2012 tentang

1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 1. S2
Kehakiman 2. S1-Hukum
2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua | 3, D3
atas 4. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. SOP Kepaniteraan Perdata

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Peminjaman
3. Formulir Peminjaman

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

perkara tidak teratur.

UJika SOP tidak dilaksanakan, maka peminjaman arsip| 1. Buku Register Peminjaman

2. Formulir Peminjaman

Halaman 1 dari 2




Mutu Ket.
Aktivitas Pelaksana Baku
No Ketua/
. Staf . : Persyaratan/
Peminjam Pélaksana Panmud Hukum| Panitera ‘é\;e:ﬁg Perlengkapan Waktu Output
Datang ke ruang - 2 menit -
Panmud Hukum ( ,
dan mengajukan
permintaan
1 lpeminjaman
berkas perkara.
Menerima - 5 menit -
permintaan
peminjaman
2 lberkas. > D—* <>
A
Teruskan ke KPN < formulir 15 formulir
untuk hd peminjam an  fmenit
3 |mendapatkan ijin /> berkas
disetujui atau \
tidak disetujui.
Memerintahkan disposisi 10 berkas
taf mengambil menit
erkas yang mau
ipinjam di ruang E_|I4
4 larsip.
Mencatat data Berkas 30 menit Buku
ipeminjam dan Perkara peminjaman
nomor berkas y yang telah
5 |perkara yang Ej terisi dan
dipinjam ke Buku SIPP
dan SIPP.
Memberikan Berkas 5 menit Berkas
berkas perkara Perkara Perkara
lyang dipinjam
6 [kepada peminjam D <
Memparaf buku v Berkas 5 menit Buku
peminjaman Peminjaman Peminjaman
7 berkas. (D Perkara Berkas yang
udah
iparaf
eminjam

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I1
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

WS-USIl%‘] /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

o

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PEMINJAMAN BERKAS PERKARA

HISTORI PERUBAHAN

NO IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




NOMOR SOP W5-U9/{452. /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI g
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
MAHKAMAH AGUNG R.1. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun /29}7

DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA
DASAR HUKUM : KUALI FIKASI PELAKSANA :
1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 1. S1-Hukum
Kehakiman 2. D3
2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua | 3, SMA Sederajat
atas

3. UU No. 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua
atas

UU No. 14 tahun 1985 tentangMahkamah Agung

5. UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144
Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia NOMOR : 002 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

8. Keputusan KMA RI No.26/KMA/SK/II/2012 tentang

Standar Pelayanan Pengadilan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kepaniteraan Pidana 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Kepaniteraan Perdata 2. Buku Register Peminjaman

3. Formulir Peminjaman

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka peminjaman arsip 1. Buku Register Peminjaman
perkara tidak teratur. 2. Formulir Peminjaman

Halaman 1 dari 2



Pelaksana Mutu Baku Ket.
Aktivitas
0 Peminjam | Staf Hukum F;_{al?kmu z]d F‘:;:g}‘;gf:s;!n Waktu Output
Peminjam berkas perkara 7 Hari Penerimaan berkas
imengembalikan lyang dipinjam lyang dipinjam
1 [perkas perkara C_)
yang dipinjam
Pengelola Buku register Data pengembalian
mencatat ke lpeminjaman 5 Menit ftercatat dalam buku
dalam buku | 2 I I register peminjaman
2 Jregister
lpeminjaman dan
imeminta ttd
ipengembalian
Pengelola v Nomor Perkara Mengetahui letak
memeriksa data di E] Nama Terdakwa/  [5 Menit penyimpanan Berkas
3 dalam aplikasi Para Pihak perkara yang
penyimpanan Letak berkas dikembalikan
larsip perkara
Pengelola Berkas perkara Berkas perkara yang
imemasukan Ej lyang dikembalikan [5 Menit dikembalikan
4 [perkas ke dalam
boks arsip
perkara
Pengelola Berkas perkara 5 Menit Laporan
imelaporkan | I lyang dikembalikan pengembalian berkas
berkas perkara ke panmud hukum
5 [yang telah
dikembalikan
kepada panmud
hukum
Pengelola Formulir 5 Menit Status berkas yang
imerubah status Peminjaman arsip dikembalikan di
berkas di aplikasi ( }4 Eplikasi penyimpanan
6 [penyimpanan rsip
farsip

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/ 13§21 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

el

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENGEMBALIAN BERKAS

PERKARA

HISTORI PERUBAHAN

NO

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/149%/0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |13 DESEMBER 2018

TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 11 FEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/;"7
DEKA DIANA

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakinnan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentan g
Mahkamah Agung RI;

Hirziene Inlands Reglement (HIR) /
Rechtreglementvoor de Buitengewesten (RBg)
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan.
Surat edaran Mahkam ah Agung Republik
Indonesia,Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat
kuasa Khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

S2
S1-Hukum
D3

SMA

Pwne

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Perdata dan Pidana
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pela yanan pendaftaran
suratkuasa tidak terlaksana dengan baik

Buku Registrasi Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.

Halaman 1 dari 2

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Staf Ket
PgtTug;s Panmud F;_Ial:‘&:f Panitera Kasir ; ;ﬁi;r;at::!n Waktu Output
Hukum
Menerima - Aslidan 20 Menit | Tanda
permohonan Tidak Salinan/Foto terima
pendaftaran Surat D copy Surat pendaftaran
Kuasa Kuasa,
~ Foto copy
Kartu Advokat,
- Foto copy
Berita Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- ATK
2. Meneliti - Aslidan 15 menit | Berkas
kelengkapan Salinan/Foto permohonan
permmohonan copy Surat pendaftaran
pendaftaran surat Kuasa, surat kuasa
kuasa dan ~ Foto copy lengkap
membubuhi paraf Ya Kartu Advokat,
- Foto copy
Berita Acara
Penyumpahan
dari Pengadilan
Tinggi
- Tanda terima
pendaftaran
- ATK
3. | Memberi cap dan - Surat kuasa yang 20 Surat Kuasa
mencatat Surat didaftarkan menit telah
Kuasa yang didaftar - Cap Pendaftaran, tercatat
ke dalam Buku - Buku Register dalam
Register Surat Kuasa register
Pendaftaran Surat _ATK
Kuasa
4. | Memberi paraf pada - Surat kuasa yang 15 Surat Kuasa
surat kuasa yang didaftarkan menit | telah
sudah disiapkan - Cap Pendaftaran tercatat
- Buku Register dalam
Surat Kuasa register
-ATK
5. | Menandatangani - Asli dan salinan | 20 menit | Surat Kuasa
pendaftaran surat Surat Kuasa telah
kuasa o yang telah ditanda
diregister dan di tangani
cap stempel
- pendaftaran surat
kuasa yang telah
dibubuhi cap
6. |Memungutdan - Permohonan 15 - Disetor PNBP
menyetor pendaftaran menit tepat waktu
Penerimaan Negara surat kuasa - Tanda terima
Bukan Pajak (PNBP) > - Buku Ekspedisi penyetoran
penyetoran
PNBP/Buku
Induk HHK
- Buku Kas Bantu
7. |Menyerahkan Surat L Surat Kuasa 10 Menit | Tanda
Kuasa yang telah yang sudah terima
didaftar kepada didaftar penyerahan
Pemohon surat kuasa
8. |Mengarsipkan salinan Salinan Surat 10 Menit | Arsip
surat kuasa G Kuasa

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP ws-U9/\16h /0T.01.3/11/2021
TGL. PEMBUATAN 1 DESEMBER 2018

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

e

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA

KHUSUS -

HISTORI PERUBAHAN

NO

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/1%5Y /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF

11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

B

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENDAFTARAN SURAT UIN KUASA
INSIDENTIL

DASAR HUKUM :

KUALI FIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakinnan;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentan g
Mahkamah Agung Rl;

3. Hirziene Inlands Reglement (HIR) /
Rechtreglementvoor de Buitengewesten (RBg)

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan.

5. Surat edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia,Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat
kuasa Khusus.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

P i B

S2

S1-Hukum

D3

SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Perdata dan Pidana
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

1.
2

Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran
suratkuasa tidak terlaksana dengan baik

Buku Registrasi Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Insidentil.

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Staf
Petugas Panmud Persyaratan/
PTSP F}'{anmud Hukum Panitera KPN Perlengkapan Waktu Qutput Ket
ukum
1. Menerima - Pemmohonan 10 menit |Kelengkapan
berkas Surat Tidak lin Kuasa surat ijin
Permmohonan ljin Insidentil kuasa
Kuasa Insidentil — Surat insidentil
keterangan dari yang sudah
kepala dichecklist
desa/kelurahan/
atasan
— Buku register
— Checklist
- ATK
2: Meneliti - Aslidan 20 menit [Berkas
kelengkapan Salinan/Foto permohonan
permohonan Ya < copy Surat ifjin surat ijin
surat fjin kuasa Kuasa insidentil kuasa
insidentil dan '\ — Surat insidentil
membubuhi paraf keterangan dari lengkap
kepala
desa/kelurahan/
atasan
- Tanda terima
pendaftaran
- ATK
3 Membuat konsep - Permohonan 45 menit | Konsep
surat ijin kuasa surat ijin kuasa surat ijin
insidentil < insidentil kuasa
-~ Kelengkapan insidentil
persyaratan
- ATK
4. Memeriksa - Konsep Surat 20 menit | Konsep
konsep Surat ljin liin Kuasa Surat ljin
Kuasa insidentil Insidentil Kuasa
dan memberi < - Kelengkapan Insidentil
paraf ] surat ijin kuasa yang
insidentil sudah
- ATK diperiksa
kelengkap
annya
5. Menerima dan — Konsep Surat ljin| 20 Menit | Surat ijin
memberi paraf Kuasa Insidentil kuasa
konsep surat fjin yang sudah insidentil
kuasa insidentil diperiksa yang
kelengkapannya sudah
- ATK diparaf
6 Menandatangani - Surat jjin kuasa | 20 menit | Surat ijin
surat ijin kuasa insidentil yang kuasa
insidentil sudah diparat insidentil
- ATK sudah
ditanda
tangani
7. Mencatat Surat —-Surat ijin Kuasa
ijin Kuasa insidentil 10 menit |- Surat ijin
insidentil kedalam -ATK kuasa
buku register insidentil
= > tercatat
pemberian ijin < dalam
Kuasa Insidentil register
8. |Memungut dan - Pemnchonan 15 - Disetor
menyetor ijin kuasa menit PNBP tepat
Penerimaan insidentil waktu
Negara Bukan - Buku Ekspedisi -Tanda
Pajak (PNBP) penyetoran terima
PNBP/Buku penyetoran
Induk HHK
- Buku Kas
Bantu

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktlvitas Ket
Staf
Petugas Panmud Persyaratan/
PTSP FI':nmud Hukum Panitera KPN Perlengkapan Waktu Output
ukum
9. |Menyerahkan - Surat Kuasa 20 Menit |Tanda
Surat Kuasa yang yang sudah terima
telah didaftar didaftar penyerahan
kepada Pemohon “ surat kuasa
10 |Mengarsipkan - Salinan Surat 10 Menit | Arsip surat
berkas ljin Kuasa fjin kuasa
Pemmohonan Surat % Insidentil, insidentil
ljin Kuasa '{ )
Insidentil, dan
salinan Surat ljin
Insidentil

Halaman3 dari3




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/|95Y /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

B

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA

INSIDENTIL

HISTORI PERUBAHAN

NO

ISI PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




i NOMOR SOP WS5-U9/1355 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |17 DESEMBER 2018

TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 11 FEBRUARI 2019
MAHKAMAH AGUNG R.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun /(3)—7

DEKA DIANA

NAMA SOP SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI
BAWAH TANGAN (WAARMEKING)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

S2

S1-Hukum

D3

SMA Sederajat

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkam ah Agung Rl;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2
Tahun1986 Tentang Peradilan Umum.

4. Bukull MARI tentang Pedom an Pelaksanaan
Tugasdan Administrasi Peradilan.

5. Peraturan Mahkam ah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan R eformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 ten tang Pedoman Penyusunan standar
Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pt R

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Perdata 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan
peradilan. Kelalaian menerapkannya menghambat Peralatan Komputer dan Buku Register Waarmerking
pembaharuan peradilan

Halaman 1 dari 3




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Ki
Staf Persyaratan
Pgt.:_xsg;s Kepaniteraan Mu!:iaan:ltz:caum Panitera m’:& /Perengkapan | Waktu Cutpis
Muda Hukum1
1 | Menerima Surat -Surat 30 Berkas
Pemmohonan Akta dibawah ( ) ¢ Tidak Permmohonan menit Pemmohonan
Tangan/Waarmerking dari -KTP Masing- Waarmerking
Pemohon masing ahli
waris
-Kartu Keluarga
-Fotocopy dan
Buku Tabungan
Asli
-Surat
Keterangan
Waris
-Surat
Keterangan
Kematian
-Akta Kelahiran
masing-masing
ahli waris
2 | Meneliti kelengkapan surat - Surat 30 Berkas
permohonan Akta dibawah Permohonan menit | permohonan
Tangan/Waamerking dan - Sama dengan waamerking
kelengkapannya Ya > Syarat Nomor 1 lengkap
-ATK
- Checklist
3 | Membuat Catatan - Catatan 60 Catatan
Waamerking pada : Waamerking menit [Waarmerking
pemyataan Ahli Waris Surat pernyataan Surat
Ahli Waris dan Pemyataan
kelengkapan Ahli Waris
dokumen sudah
-ATK diberikan
catatan
4 | Meneliti dan membubuhkan Berkas 30 Catatan
paraf pada Catatan permohonan menit |Waamnerking
Waammerking surat > Surat pernyataan surat
pemyataan ahli waris ahli waris Pernyataan
Kelengkapan ahli waris
permohona sudah di parg
tATK
5 | Menandatangani Catatan - Catatan 20 Catatan Dapat
Waamerking surat Waamerking menit aarmerkingdidele
pemyataan ahli waris Surat pernyataan Surat asika
ahli waris pernyataan Kepad:
| | Kelengkapan ahliwaris  Hakim
permohonan elah ditanda
-ATK tangani
6 | Mencatal ke dalam buku - Catatan 20 | Catatan
register Akta Dibawah Waammerking menit [Waarmerking
Tangan/Waammerking dan Surat pernyataan ISurat
memberikan nomar Ahli Waris Pemnyataan
pendaftaran serta tanggal - kelengkapan keterangan
pendaftaran Akta Dibawah dokumen ahli waris
Tangan. - buku register Ilelah tercatat
-ATK dalam buku
register
7 | Menyerahkan surat + Catatan 15 - Tanda
pernyataan Ahli Waris Waarmerking menit | terima
tersebut kepada Pemohon ! Surat pernyataan penyerahan
setelah pemohon membayar Ahli Waris Asli catatan
PNBP dan diberikan tanda - buku ekspedisi Surat
terima - Blanko tanda permyataan
2 terima PNBP Ahli Waris
-ATK - Tanda
I\J terima
PNBP

Halaman 2 dari 3



PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KE
Staf Persyaratan
Petugas Panitera KPN/ Qutput
PTSP Kepaniteraan Muda Hukum Panitera WKPN IPerlengkapan | Waktu
Muda Hukunq
-Uang PNBP Tanda
Menyetorkan PNBP ke i 20 :
s -Buku ekspedisi . | terima bukti
8 | bendahara penerima -ATK menit pembayaran
-Salinan Surat
Mengarsipkan salinan Surat Pernyataan Ahli
9 | Peryataan Anli waris Waris dan o™ sl
tersebut kelengkapan dspnan
dokumen

Halaman 3 dari 3



MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/ [%/01’.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

e

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI

BAWAH TANGAN (WAARMEKING)

HISTORI PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

NO DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP WS5-U9/|3S(, /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |17 DESEMBER 2018

TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 11 FEBRUARI 2019
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DEKA DIANA
NAMA S0P SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN

BADAN HUKUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

W

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Mahkamah Agung RI;

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Mahk amah Agung Nomor
:026/KMA/SIrJI1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Surat Kepulusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DlJ
U/SK/HMO02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

1. 51
2. D3
3. SMA

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pembuatan Laporan Tahunan

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Buku Agenda Surat Masuk

Register pendaftaran dan pengesahan badan hukum

VAW e

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
menghambatpenyelesaian tugas Pendaftaran Akta
Pendirian Badan Hukum

Dokumen Akta Pengesahan Badan Hukum

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas Panmud Persyaratan/
PTSP Hukum Eanitera Perlengkapan Waktu Ot
1 | Menerima berkas - Surat Permohonan
permohonan D———ﬂ\k permohonan telah di
pendaftaran - Akta pendirian 10 checklist
badan hukum ol
- Checklist
- NPWP
- ATK
2 | Meneliti Y; - Surat Permohonan
kelengkapan berkas 2 =\> pemmohonan lengkap
pendaftaran z_ar;lg ;t:lc_iz}h
ichecklist 10
- Akta pendirian =
badarl:l'ehukum menit
- Checklist
- NPWP
- _ATK
3 | Memberikan tanda - Surat Tanda Terima
terima pendaftaran permohonan Pemohonan
permohonan I—-I < ;l;ani sudah Pendaftaran
Ao 10
- Akta dirian s
badan hukum ment
- Checklist
- NPWP
- ATK
4 | Membubuhkan cap - Surat Akta notaris
pendaftaran pada permohonan tentang
akta notaris tentang E“j yang sudah pendirian
pendirian badan lengkap badan
hukum dan - Akta pendirian 10 hukum
meregister badan hukum it telah
pendaftaran akta - Checklist mentt | dibubuhi cap
notaris tentang - NPWP pendaftaran
pendirian badan - Stempel
hukum pendaftaran
- _ATK
5 | Membuhui paraf - Surat Akta notaris
terhadap akta < permohonan tentang
notaris tentang g I yang sudah pendirian
pendirian badan lengkap badan
hukum - Akta pendirian 5 hukum
badan hukum menit | telah
- Checklist dibubuhi cap
- NPWP pendaftaran
- ATK dan telah
diparaf
6 | Menandatangani - Surat Akta
pendaftaran akta permchonan pendirian
notaris tentang yang sudah badan
pendirian badan <] lengkap hukum tefah
hukum 'L_j - Checklist didaftar
- NPWP
- ATK 10
- Akta notaris menit
tentang pendirian
badan hukum
yang telah
dibubuhi cap
pendaftaran dan
telah diparaf
7 | Memungut dan s - Tanda terima Tanda
menyetor PNBP D &3 pembayaran terima
kepada bendahara PNBP 10 penyetoran
penerima - Register menit | PNBP dari
penerimaan bendahara
PNBP penerima
8 | Menyerahkan - Salinan Akta Tanda terima
berkas pendaftaran h 4 Notaris tentang penyerahan
kepada pemohon pendirian badan salinan akta
hukum yang telah notaris
ditandatangani 5 tentang
oleh Panitera merit pendirian
- Buku ekspedisi badan hukum
- ATK yang telah
ditandatanga
ni oleh
Panitera
9 | Mengarsipkan - Berkas Dokumen
berkas permohonan ( ’ permohonan 10 telah
pendaftaran akta badan hukum menit diarsipkan
pendirian badan - ATK
hukum - _buku ekspedisi

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/ 38k /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

-~

/) a5

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN

BADAN HUKUM

HISTORI PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

NG DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




NOMOR SOP WS5-U9/ (35}/0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN| 12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI [

TGL. EFEKTIF 11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I1 i
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /4"7
Kabupaten Sarolangun
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PENANGANAN MEJA
PENGADUAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang| 1. S2
Kekuasaan Kehakiman 2. Sl
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang | 3. D3
Mahkamah Agung RI 4. SLTA
3. Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan(Whistleblowing
Syslem) Di Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
4. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi danTata KerjaKepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan
6. SKKMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang
PedomanPelayanan Informasi di Pengadilan.
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang
9. Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
1. SOP Penanganan Delegasi dari BAWAS Tentang | 3. Printer
TindakLanjut Pengaduan 4. Buku agenda surat masuk
2. SOP Subag IT dan Pelaporan 5. Register Pengaduan
6. Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
7. Aplikasi SIWAS

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem
pelayanan pengaduan tidak terlaksana

Dokumen pengaduan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas Panmud Panitera Ketua/ Persyaratan/ Waktu Output
Meja Hukum Wakil Ketua Perlengkapan
Pengaduan
1 |Menerima Buku register Pengaduan
pengaduan ‘ ) pengaduan tefah
tertulis/elektronik Formulir 20 Teregister
menghadap pengaduan ot
langsung dan ATK
meregister
pengaduan
2 |Menerima surat Buku register Berkas
pengaduan dari l I pengaduan pengaduan
meja Formulir lengkap
pengaduan & pengaduan 15
informasi dan Lembar menit
meneruskan ke Disposisi
Ketua SIWAS
Pengadilan ATK
3 |Mengklasifikasi Berkas Hasil disposisi |Ditindak
pengaduan dan Pengaduan Ketua ) lanjuti
memberikan _rj Lembaran Pengadilan atau
disposisi g - Disposisi Surat 10 iarsip
i . Pengaduan menit kan
tindaklanjut ATK
pengaduan
4 |Menindaklanjuti Lembar Disposisi
disposisi Ketua r—L disposisi Ketua
Pengadilan 1" pimpinan 10 | Pengadilan
Berkas menit | ditindaklanjuti
Pengaduan
ATK
5 |Menginput Lembar Pengaduan
pengaduan |__| disposisi terinput
kedalam < pimpinan kedalam
SIWAS =i Berkas | SWAS
Pengaduan
SIWAS
ATK
6 |Memberikan v Berkas Pemohon
Nomeor PIN Ej Pengaduan 10 mendapatkan
kepada SIWAS menit | Nomor PIN
Pengadu ATK Pengaduan
7 |Pengarsipan v Berkas Berkas
Pengaduan 10 pengaduan
u ATK menit | telah
diarsipkan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/|354 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
,J\P"'/

DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PENANGANAN MEJA
PENGADUAN

HISTORI PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

NO DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/ Mﬁfb /0T.01.3/11/2021
TGL. PEMBUATAN| 12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI h

TGL. EFEKTIF 11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

/7

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENANGAN DELEGASI DARI BAWAS
TENTANG TINDAK LANJUT PENGADUAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
TentangMahkamah Agung RI

3. Peraturan Mahk amah Agung Rl Nomor 9
Tahun 2016Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan (Whistleblowing System) Di
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang

Berada Dibawahnya.

4, ggraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
15

Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan

danKesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor

:026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan
6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang

PedomanPelayanan Informasi di Pengadilan.
7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

S2

SI

D3
SLTA

PN

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penanganan Meja Pengaduan

1. Alat Tulis Kantor {ATK)

. Komputer
. Printer

. SIWAS

2
3
4. Buku Agenda Surat Masuk
5

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem
pelayanan pengaduan tidak terlaksana

Dokumen pengaduan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas sl e Ket
ta
Petugas| Panmud TIM Ketua Persyaratan/
PTSP | Hukum Kepanlteraan |Panitera Pemeriksa Pengadilan Perlengkapan Wakty Qutput
Hukum
1 Menerima surat - Surat permintaan Surat delegasi
delegasi ( ’ delegasi dari BAWAS 10 siap
- Buku ekspedisi menit | ditindaklanjuti
- ATK
2 Meregister L Surat permintaan - Delegasi
delegasi 'Ld I delegasi dari BAWAS ditindaklanjuti
pemeriksaan - Input SIWAS 15 T pengaduan
pengaduan dan - Buku register Hinelt telah diregister
memasukan pengaduan
aplikasi SIWAS - ATK
MARI
3 | Dibuat disposisi - Surat permintaan Draft Pembe
oleh ketua %L l delegasi dari BAWAS Pembentukan  fukanT
- Input SIWAS 15  [TIM /draft engan
- Disposisi Ketua menit [permintaan K. KPi
Pegadilan pengadilan klarifikasi
-FATK
4 Meneliti dan e P - Surat permintaan Draft
menindak lanjuti | I delegasi dari BAWAS 15 pembentukan
disposisi ketua - Disposisi Ketua menit TIM
Pengadilan
- ATK
5 Membuat draft - Draft pembentukan Draft
pembentukan TIM v TIM pembentukan
D - Surat permintaan 130 Tim telah diparaf
delegasi dari BAWAS menit
- Disposisi Ketua
Pengadilan
L ATK
6 Menandatangani - Draft pembentukan ISK Pembentukan
SK Pembentukan TIM yang telah diparaf TIM pemeriksa
TIM b F Surat pemintaan 10
Ij delegasi dari BAWAS [ 0,
:] - Disposisi Ketua
Pengadilan
7 Melakukan - Surat pengaduan BA Pemeriksaan
pemeriksaan - SK. KPN. dan Laporan
terhadap terlapor Pembentukan TIM. 120 Hasil Pemeriksaan
dan pihak terkait I _’[: - Lembaran disposisi | menit KLHP).
surat pengaduan
- ATK
8 Membuat LHP - Konsep LHP. LHP
dan rekomendasi . -~ BA Pemeriksaan 60
Ej - SK. KPN. senit
Pembentukan TIM.
- ATK
9 | Memeriksa LHP L LHP Menyetujui LHP
dan rekomendasi » - BA Pemeriksaan dan
L1 SK. KPN. . Fekomendasi
Pembentukan TIM.
10 | Menginput LHP - LHP. Draft surat
dalam SIWAS MA - BA Pemeriksaan pengantar
RI dan membuat / - SK. KPN. 30 pengiriman LHP
membubuhkan L Pembentukan TiM. menit
surat pengantar - ATK
pengiriman LHP
11 | Menandatangani - Draft surat Surat pengantar
surat pengantar pengantar yang pengiriman
pengiriman LHP sudah diparaf LHP.
=|__| I L LHP. 10
- BA Pemeriksaan menit
- SK. KPN.
Pembentukan TIM.
- ATK
12 | Mengirim LHP ke - LHP Bukti
BAWAS dengan I i - Surat pengantar 10 |pengiriman
surat pengantar ’..l - Buku ekspedisi menit
Ketua Pengadilan - ATK
13 | Mengarsipkan - - Berkas pengaduan Tersimpannya
berkas - Buku ekspedisi 10_ rsip berkas
pengaduan - Box file menit Fengaduan

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1l
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9/\3sd /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

11 FEBRUARI 2019

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

A

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENANGANAN DELEGASI DARI
BAWAS TENTANG TINDAK LANJUT
PENGADUAN

HISTORI PERUBAHAN

NO

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5'U9/'ﬂ9£5 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/4,‘7
DEKA DIANA

NAMA SOP SOP SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
TentangMahkamah Agung RI;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan
Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Mayarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah

2.

1. S2
S1-Hukum
D3

2.
3.
4. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Layanan Pendukung

1.
2.

Komputer
Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka indeks kepuasan
masyarakat tidak dapat diukur

1. Aplikasi Si Super survei kepuasan masyarakat dan
survei harian

2. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Halaman 1 dari3




Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas KET
Staf Wakil Ketua Ketua
permud P:unknl::lll:lnd Panitera Pengadiian | Pengadiian S::tsefr}?;ag; Waktu Output
Hukum Negeri Negeri gxap P
1 [Menyusun rencana Proposal 60 Jadwal Pengukuran
f(rogram per;gukuran;n?eks B gu:;vei IKM imenit gerakg?;;::n ge[puasan
epuasan Masyaraka ( _;"~ ata urvei elanggan
(IKM). pendukung dan biaya (dilakukan
yang iminimal 6
diperlukan (enam)
untuk melaku bulan
kan survei lsekali
2 |Memeriksa rencana Rencana 120 me |Rencana
program pengukuranindeks lprogram nit lprogram
Kepuasan Masyarakat dan N <\_ lpengukuran lpengukuran
memberikan paraf Indeks Indeks
/‘ Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
yang telah
diparaf
3 Membenkan persetujuan Proposal 30 Persetujuan
pelaksanaan survei Survei IKM imenit pelaksanaan
Kepuasan masyarakat /> Data isurvei IKM
. pendukung
N yang
diperlukan
untuk
imelakukan
urvei
4 Mempersiapkan sarana ISK Tim 60 - Form
dan prasarana pelaksanaan [_—_F ISurvei imenit KuisionerlKM
survei Proposal Penetapan
Survei IKM responden
Quesioner dan
Menentukan umlahnya
Responden r
5 [Mendistribusikan i Link Survei si |7 hari Euestloner
Barcode dan Link Aplikasi ISuper udahterbagi
Survei D
6 [Mengumpulkan v Link survei |7 han Questioner
Hasil survei telah diisioleh yang telah Eelah
responden D rerisi ja:jwaban erkumpul
responden
7 Mengolah dan onsep hasil [3han IKM
Menganalisa hasil survei nalisa data
lyang telahterisi dan membuat urvei Konsep
aporan '_“*"D laporan
8 |Menerima laporan Hasil v Laporanha |20 Laporan
Analisa. ilanalisa imenit Hasil Analisa
i I Data IKM
endukung
9 Membuat konsep surat v Konsep 60 ISurat
pengantar laporan hasilsurvei D urat menit pengantar
ke Badilum engantar laporan hasil
Hasil analisa kuwei
urvei
10 Menandatangani surat urat 30 Surat
Eengantarlaporan hasil v engantar menit pengantar
urvei Hasil analisa hasil survei
urvei udah
ditanda
tangani

Halaman 2 dari 3




PELAKSANA MUTU BAKU
KET
NG ARTIVITAS Staf Wakil Ketu¢ Ketua
Panmud Pengadilan | Pengadilan | Persyaratan/
Panmud Hukum Panltera Negeri Negeri Perlengkapan Waktu Qutput
Hukum
11 Menginmkan hasil survei Surat 30 Data
ke Ditjen Badilum dan G pengantar menit  [Surveitelah
IMENPAN dan RB Hasil survei dan terkirim
l lanalisanya
| I= Data pendukung
12 |Mengarsipkan hasil - Arsip data 10 Data
fsurvei Isurvei menit  |survei sudah
(b terarsipkan

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.

NOMOR SOP

WS5-U9/1399 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

12 DESEMBER 2018

TGL. REVISI

5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun /_R_i._,//
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN
HISTORI PERUBAHAN
NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU

1 Pengisian survei manual
menggunakan kuisioner

Pengisian survei
menggunakan aplikasi Si
SUPER

8 November 2021




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/(4{g /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
\
/'9:*//
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.
2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
TentangMahkamah Agung RI;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan
Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Mayarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah

1. S2
2. S1-Hukum

3. D3

4. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1
2.

SOP Kepaniteraan Hukum
SOP Layanan Pendukung

1. Komputer
2. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka indeks persepsi anti
korupsi tidak dapat diukur

1. Aplikasi Si Super Survei Persepsi Anti Korupsi
2. Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas KET
Pawaud |Panmud yjﬁ;aﬁgﬁ peﬁgélé?fan Femyaratan /
Hukum Hukum | Panitera Negeri Negeri Perlengkapan | Waktu Output
1 [Menyusun rencana Proposal 60 LJadwal Pengukuran
program pengukuran Indeks Survei IKM imenit Pelaksana |Kepuasan
Presepsi Anti Korupsi ( } Data pendukung fan Survei |Pelanggan
IPAK) yang diperlukan IKM dan  dilakukan
untuk melaku biaya minimal 6
Tidak kansurvei enam)
bulan sekal
2 |Memeriksa rencana Ya Rencana 120me  |Rencana
program pengukuranindeks L lprogram nit program
Presepsi Anti Korupsi dan o/ \ .| Tidak pengukuran pengukuran
memberikan paraf N Y :‘gdekss :gdeks
epuasan epuasan
Masyarakat Masyarakat
Ya yang telah
diparaf
3 |Membenkan persetujuan Proposal 30 Persetujua
ielal:(sanaan Survei Presepsi Sun:‘eileMData menit n I
nti Korupsi pendukungyang pelaksanaa
> diperlukan untuk nsurvei
t‘relakukan KM
urvei
Ya
4 Mempersiapkan sarana ISK Tim 60 - Form
dan prasarana pelaksanaan ISurvei menit IKuisioner
fsurvei Proposal Survei IKM
IKM Penetapan
Quesioner responden
Menentukan dan
Responden jumlahnya
IMendistribusikan Link Surveisi |7 hari uestioner
5 . .
Barcode dan Link Aplikasi \ 4 ISuper udah
Survei E] erbagi
6 [Mengumpulkan 4r Link survei yang |7 han Questioner
Hasil survei telah diisioleh telah terisi Eelah
responden I::] awabaé: erkumpul
responden
7 [Mengolah dan Konsep hasil 3 han IKM
Menganalisa hasil survei nalisa data
yang telahterisi dan membuat urvei Konsep
aporan L’D aporan
8 [Menerima laporan Hasil ¥ Laporanha 20 Laporan
Analisa. [silanalisa menit Hasil
i I Data pendukung Analisal KM
9 [Membuat konsep surat v Konsep 60 Surat
pengantar laporan hasilsurvei urat pengantar jmenit pengantar
ke Badilum D E!asil analisa laporan
urvei hasil
urvei
10 |Menandatangani surat 4 ISurat 30 urat
pengantar laporan hasil 4 pengantar imenit engantar
urvei Hasil analisa asil
urvei urvei
r udah
itanda
angani

Halaman 2 dari 3



PELAKSANA MUTU BAKU
KET
NO AKTIVITAS Staf Wakil Ketu« Ketua
Panmud Pengadilan | Pengadilan | Persyaratan /
Panmud Hukum Panltera Negeri Negeri Perlengkapan Waktu Output
Hukum
11 Menginmkan hasil survei Surat 30 Data
ke Ditjen Badilum U pengantar menit  [Surveitelah
Hasil survei dan terkirim
' fanalisanya
I _"-‘- Data pendukung
12 [Mengarsipkan hasil - Arsip data 10 Data
fsurvei urvei menit urvei sudah
é erarsipkan

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

WS-UQ/],C’ 0 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

e

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

HISTORI PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

NO DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




NOMOR SOP ws-u9/A6( /0T.01.3/11/2021
TGL. PEMBUATAN |1 DESEMBER 2016
TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
MAHKAMAH AGUNG R.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun /)‘)1_7
DEKA DIANA
NAMA SQOP SOP PELAYANAN POSBAKUM
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU 1. S2
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. S1-Hukum
2. UU Nomor 49 TahunTahun 2009 TentangPerubahan z SDr\3nAS T—
Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang ' el
Peradilan Umum
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan SOP (
Standard Operation Procedure).
4. Peraturan Sekma 002 Tahun 2012 tentang SOP
5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan
6. Keputusan Direktur jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 52/DJU/SK/HK 006/5/Tahun 2014 tentang
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
RINomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di
Pengadilan
7. Buku Il MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan
8.Perma No 7 Tahun 2015
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelayanan masing-masing bidang 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan bantuan 1. Laporan Posbakum
hukum tidak akan berjalan. 2. Buku Register Posbakum

Halaman 1 dari 2



No

Pelaksana

Mutu Baku

Aktivitas

Posbakum

Staf

Panmud
Hukum

Panitera Ketua /

Wakil Ketua

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu Output

Ket.

Menerima
Pengajuan
permohonan
Layanan Hukum,
mengisi formulir
untuk menerima
layanan
Posbakum dan

embayar biaya
erkara, maka

-

Permohonan

1x8 Formulir

am permohonan

pembebasan
biaya perkara

Panmud

Hukum/Staff
enerima formulir
ermohonan
embebasan
iaya perkara
epada KPN
engan syarat-
yarat yang telah

dipenuhi

Formulir
pembebasan biaya
perkara

1x8 Formulir
am pembebasan
biaya perkara

Ketua Pengadilan
mengeluarkan
penetapan
pembebasan
biaya perkara

Penetapan
pembebasan biaya
perkara

1x8 Penetapan

jam pembebasan

biaya perkara

Panmud Hukum
menerima
penetapan
pembebasan
biaya perkara

Penetapan
pembebasan biaya
perkara

1x8 Penetapan

jam pembebasan

biaya perkara

IStaf posbakum
menerima
penetapan
pembebasan
biaya perkara

Penetapan
pembebasan biaya
perkara

1x8 Penetapan
am pembebasan
biaya perkara

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP WS5-U9/\3\ /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN ) DESEMBER 2016

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
MAHKAMAH AGUNG R.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Ii SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun /'7

DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PELAYANAN POSBAKUM
HISTORI PERUBAHAN
NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 Belum diatur mengenai Sudah diatur mengenai 8 November 2021

pelaporan posbakum pelaporan posbakum kepada
badilum secara elektronik




NOMOR SOP W5-U9A %2 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN 1 DESEMBER 2016

MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
P
DEKA DIANA

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas
UU Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang
Peradilan Umum.

Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang
perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

SK Dirjen No. 1586/DJU/SK/PS.01/9/2015 tanggal
22 September 2015 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk
Masyarakat Pencari keadilan dan standar meja
informasi di Pengadilan

S2

S1-Hukum

D3

SMA Sederajat

PUWNPR

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Hukum

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer dan Printer
Aplikasi SIPP

Register Perkara

PWNPR

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka keterbukaan
nformasi tidak terlaksana dengan baik.

Buku Register Permohonan Informasi

Halaman 1 dari 2

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK




Pelaksana Mutu Baku Ket.
- Petugas
No (Aktivitas Informasi/ | Panitera | Ketua selaku Persyaratan/ Waktu Outout
Panmud [selaku PPID| atasan PPID Perlengkapan P
Hukum
Menerima Permohonan 1 Menit Dicatat dalam buku
Permohonan register
1 (D
Menyerahkan Formulir Smenit  [Formulir diisi oleh
formulir yang sudah pemohon
disiapkan dan diisi Jr
2 lbleh Pemohon | I
Mengisi register Buku register surat 15 menit  [Dicatatnya
permohonan Er permohonan permohonan dalam
register dan
a :'I mencari data yang
dimintakan
informasinya.
Melaporkan Petugas 2 hari Dibuatnya catatan
Dokumen / Jika v mengajukan biaya biaya yang
diperlukan diadakan l I ——-pI:I diperlukan
4 |uji konsekuensi
Mengabulkan/ dikabulkan L Data 3 hari Ditandatanganinya
Menolak === disposisi
5 ipermohonan E:I* <>
Memberikan Data 3 hari Ditandatanganinya
informasi kepada disposisi
g [pemohon E‘Fj
Mengarsipkan File permohonan 3 menit |Ditempatkan dalam
permohonan file permohonan
7 ditolak

A

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Kabupaten Sarolangun

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

NOMOR SOP

W5-U9/|9b1 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 DESEMBER 2016

TGL. REVISI

5 NOVEMBER 2021

TGL. EFEKTIF

8 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

>

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

HISTORI PERUBAHAN

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

NO DAHULU

SEKARANG

BERLAKU

1 Belum ada kewajiban uji
konsekuensi

Sudah ada langkah uji
konsekuensi dalam SOP

8 November 2021




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5-U9/\3% /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 DESEMBER 2016

TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 1 JANUARI 2017
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
e
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PENANGANAN URUTAN

PERSIDANGAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.
26/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

1. S2
2. S1-Hukum

3. D3

4. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Jadwal Persidangan Perkara Pidana dan Perdata

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer dan Printer

Buku Pendaftaran antrian sidang
Aplikasi SIPP

P N

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan memperhambat
proses persidangan

Arsip Kepaniteraan (perkara)

Halaman 1 dari 2




IAktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Panmud
hukum

Pihak
berpekara

Petugas PTSP
bagian Hukum

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Qutput

Pihak berpekera
mendaftar untuk
mendapat nomor
Iantrian sidang

-

ATK, Buku
pendaftaran antrian
idang

3 Menit

Terdaftar sebagai
peserta sidang

Petugas info
encatat nomor
erkara yang
idaftarkan ke
alam antrian
idang

Buku Pendaftaran

Komputer, ATK,
ntrian sidang

1 menit

Arsip

Petugas info
memeriksa
kelengkapan
persyaratan
persidangan

Komputer, ATK

30 menit

Arsip

Petugas PTSP
bagian hukum
memasukkan
nomor antrian ke
dalam sistem
plikasi antrian
idang pada SIPP

O

Komputer

1 menit

Mendapat nomor
antrian sidang

Petugas PTSP
agian hukum
emanggil para
ihak untuk
emulai
ersidangan sesuai
rutan nomor
ntrian sidang

&

1 menit

Persidangan di
mulai

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP W5-U9/ |9 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN 1 DESEMBER 2016

TGL. REVISI 5 NOVEMBER 2021
TGL. EFEKTIF 8 NOVEMBER 2021
MAHKAMAH AGUNG R.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun /4\)—7‘7

DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PENANGANAN URUTAN SIDANG
HISTORI PERUBAHAN
NO IS| PERUBAHAN TANGGAL MULAI
DAHULU SEKARANG BERLAKU
1 Petugas pelaksana berupa Petugas pelaksana berupa 8 November 2021

Petugas info petugas PTSP bagian hukum




NOMOR SOP W5-U9/ (Y /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN |1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
MAHKAMAH AGUNG R.1. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun W
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 1. S2
Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. S1-Hukum
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 3. D3
Tantang Mahkamah Agung RI 4. SMA Sederajat

3. Peraturan Mahkamah Agung Ri nomor 4
Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraaan dan Kesekretariatan
Peradilan

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 2016 tentang Permohonan Surat
Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di pengadilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA
Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis
Surat Keterangan

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
PTSP

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal badan
Peradilan Umum Nomor
44/DJU/SK/HMO02.3/2/2019 tentang
Pemberlakuan Aplikasi Surat Keterangan
Elektronik (eraterang) di Lingkungan
Peradilan Umum

8. Peraturan Pemerintahan RI No 5 Tahun 2019
Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Perdata dan Pidana
2. SOP Bagian Umum dan Keuangan

Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku Register
Komputer

Printer

Scanner

8. Jaringan Internet

Nousw

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dipenuhi, maka pelayanan pendaftaran
surat keterangan tidak terlaksana dengan baik

Buku Register Surat Keterangan

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
NO Aktivitas Staf KET
Petugas | Panmud | Panmud Paritera P:rem;l;adil Persyaratan /
PTSP Hukum | Hukum lanNegeri Perlengkapan| Waktu Output
1 Menerima dan meneliti -Data diri 15 menit Kelengkap
berkas Surat permohonan permohonan n surat
dan kelengkapan data ( ___,'-1 - Dokumen ermohon
persayaratan elektronik elektronik Pkt )
lsurat ektroni
Tidak permohonan ang
- Dokumen udah
elektronik dichecklist
identitas (KTP,
Paspor, SIM)
- Dokumen
lelektronik
ISKCK
- Dokumen
felektronik
ISKCK
-Dokumen
elektronik foto
-Buku register
-Checklist
FATK
2 |Memberikan persetujuan - Asli Data diri[15 menit Berkas
kelengkapan data persyaratan L permohonan permohon
- Asli surat n berikut
<> permohonan Eerengkap
- Asli dan nnya
fotocopy
Ya identitas (KTP,
Paspor, SIM)
- Asli dan
otocopy
KCK
- Foto
-Tanda terima
persyaratan
- ATK
3 Membuat konsep surat -Permohonan {15 menit Konsep
keterangan elektronik jsurat urat
keterangan eteranga
L_] - elektronik
b -Kelengkapan lektronik
persyaratan
FATK
4 Memeriksa konsep surat -Konsep surat [15 menit ISurat
keterangan elektronik dan Tidak keterangan keteranga
memberi paraf lektronik yang n
udah lektronik
' diperiksa ang
kelengkapan udah
FATK periksa
elengkap
nnya
5 Menerima dan memberi paraf -Konsep surat [20 menit Surat
konsep surat keterangan Ya D keterangan eteranga
lelektronik > lektronik yang
udah lektronik
iperiksa ang
elengkapanny udah di
paraf
FATK
6 Menandatangani surat - Surat 20 menit ISurat
keterangan elektronik keterangan keterangan
D elektronik elektronik
' yang sudah di lyang sudah
paraf di tanda
| FATK tangani
7 Mencatat surat keterangan ,L -Surat 15 menit ISurat
elektronik ke dalam buku keterangan keteranga
register I I elektronik n
- ATK lektronik
ercatat
C:I alam
register




8  [Memungut dan menyetor Permohonan {15 menit Disetor
Penerimaan Negara Bukan U urat PNBP
Pajak (PNBP) eterangan epat

lektronik aktu
Buku Tanda
D kspedisi erima
enyetoran penyetora
PNBP n
9  [Menyerahkan surat keteran urat 15 menit Tanda
elektronik kepada pemohon eterangan terima
lektronik penyeraha
D = n surat
keteranga
N
elektronik

10 [Mengarsipkan berkas Salinan surat (15 menit Arsip surat
permohonan surat keterangan keterangan keteranga
elektronik lektronik n

felektronik

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

OMOR SOP

W5-U9/ ﬂb‘{ /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

1 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/2»7
DEKA DIANA
NAMA SOP SOP SURAT KETERANGAN

ELEKTRONIK (ERATERANG)

HISTORI PERUBAHAN

NO

IS| PERUBAHAN

TANGGAL MULAI

DAHULU

SEKARANG

BERLAKU




DAFTAR ISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEPANITERAAN PIDANA

NO NAMA SOP NOMOR SOP
PROSES PENYELESAIAN
1. | PERKARA PIDANA BIASA W5-U9/146S /0T.01.3/11/2021
DEWASA
PROSES PENYELESAIAN
2. | PERKARA PIDANA ANAK W5-U9/(966 /0T.01.3/11/2021
DIVERSI BERHASIL
PROSES PENYELESAIAN
3.| PERKARA PIDANA ANAK W5-Ug/ 1264 /0T.01.3/11/2021
DIVERSI GAGAL
PROSES PENYELESAIAN
4. | PERKARA EIDANA SINGKAT | W5-U/ (468 /0T.01.3/11/2021
5 | PROSES PENYELESAIAN W5-US (464 /0T.01.3711/2021
| PERKARA PIDANA TIPIRING
| proses penvELESAIAN W5-U/ (440 /0T.01.3/11/2021
| PERKARA PIDANA TILANG
| prosEs pENANGANAN W5-U9/(34] /0T.01.3/11/2021
| PERKARA TILANG
| PERMOHONAN UPAYA HUKuUM | VV5U9 1772 0T 0137117202
| BANDING
o, | PERMOHONAN UPAYA Hukum | Vo"U9/ (37} /0T.01.3/11/2021
| KASASI
| PERMOHONAN UPAYA HUKUM | WV5-US/ 17 10T 01371172021
KASASI
W5-U9/ 325 /0T.01.3111/2021
11| PERMOHONAN GRASI
W5-U9/ |33f, /0T.01.3/11/2021
12| PERMOHONAN PRAPERADILAN




13

PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN
OLEH PENYIDIK DAN PU

W5-U9/(355 /0T.01.3/11/2021

14

PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN
OLEH PU

W5-U9/ | 444 /0T.01.3/11/2021

16

PERMOHONAN IJIN
PERSETUJUAN BESUK

W5-U9/ | 44.9/0T.01.3/11/2021

16

PERMINTAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN
KE PENGADILAN TINGGI

W5-U9/ | 480/0T.01.3/11/2021

17

PENANGGUHAN PENAHANAN
PERKARA PIDANA UMUM

W5-U9/ |49} /0T.01.3/11/2021

18

PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN
IJIN/PERSETUJUAN
PENGGELEDAHAN

W5-U9/ | 982 /0T.01.3/11/2021

19

PROSES PENYELESAIAN
PERMOHONAN DIVERSI

W5-U9/ (441, /0T.01.3/11/2021

20

PERMOHONAN IJIN
PEMBANTARAN PIDANA UMUM

W5-U9/ | Y ] /0T.01.3/11/2021

21

PENCABUTAN PERMOHONAN
BANDING PIDANA UMUM

W5-U9/ 1494 /0T.01.3/11/2021

22

PENCABUTAN PERMOHONAN
KASASI PIDANA UMUM

W5-U9/ (946 /0T.01.3/11/2021

23

PENCABUTAN PERMOHONAN
PK PIDANA UMUM

W5-U9/ /0T.01.3/11/2021
18

24

IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN
PENYIDIK

W5-U9/ (38§ /0T.01.3/11/2021

25

PERMOHONAN PENGALIHAN
PENNAGGUHAN PENAHANAN

W5-U9/ {?}%% /0T.01.3/11/2021

26

PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

W5-U9/ [&aa /0T.01.3/11/2021




27

IJIN BEROBAT

W5-U9/ |19 9% /0T.01.3/11/2021

28

PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA PEMILU

W5-U9/ (891 /0T.01.3/11/2021




W5-U9/ 1965

No.SOP | /07 01.3/11/2021
g9 ian | 12 Desember 2018
MAHKAMAH AGUNG R.l. Tgl. Revisi | 10 November 2021
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II -
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Tgl. Efektif § 11 November 2021
Kabupaten Sarolangun Disahkan Wakil Ketua
Oleh Pengadilan Negeri
Sarolangun
/U'/
DEKA DIANA

01. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA DEWASA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1,

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|ltentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. 81
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Penahanan
SOP Permohonan ljin Pembantaran

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Perkara Pidana Biasa

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Biasa




[ Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas| Staf PP | Panmud | Panmud |PaniteralHakim| KPN Persyaratan/ Waktu Output
PTSP Pidana Hukum Perlengkapan
1 | Penerimaan Berkas perkara Berkas
berkas Checklist diterima/
perkara kelengkapan Ekspedisi
* Tidak berkas 10  Cheklist yang
Tanda bukti | menit | sudah
pelimpahan ditandatangani
perkara petugas
2 | Meneliti / Berkas Perkara t Berkas
kelengkapan 14 > Cek List Lengkap/tidak
berkas kelengkapan 10 lengkap
perkara, berkas menit | tanda terima
termasuk pelimpahan
Barang Bukti berkas
3 | Input data Berkas perkara Berkas
SIPP dan Komputer diterima dan
Penomoran < Koneksi LAN 30 diberikan
perkara, SIPP menit | nomor perkara
pencatatan Buku register
dalam register induk
4 | Menyerahkan Berkas Perkara Ekspedisi
berkas > 5
perkara yang menit
sudah lengkap
5 | Penunjukan Y Berkas perkara Penetapan
Majelis Hakim I SIPP 20 .| penunjukan
menit | pajelis/Hakim
6 | Penunjukan 4 Berkas perkara penunjukan
Panitera l I SIPP 20 PP
Pengganti menit
(PP)
7 | Pencatatan Berkas perkara Register
penunjukan Ej Penetapan 5 Manual
Hakim dan PP penunjukan e
ke dalam Buku Hakim dan PP.
Register
8 | Penyerahan Berkas perkara Ekspedisi
berkas Penetapan
perkara
kepada | v 5
Majelis Hakim menit
untuk dibuat D
Penetapan
hari sidang
9 | Pembuatan . Berkas Penetapan
Penetapan Ej SIPP penahanan
hari sidang 10 Dan
dan Menit | Penetapan
penahanan Hari Sidang
jika ada Pertama
10 | Menerima y Pen. Ekspedisi
berkas | I Penahanan
perkara dari dan Hari
Hakim dan Sidang
mengirm
penetapan 5
kepada staf menit
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
11 | Proses Berkas Perkara | Max. | - BA Sidang
persidangan 5 - Putusan
Bulan
12 | Penyusunan v Berkas Perkara BA yang BA
BA Konsep BA sudah ditanda |harus
tanganioleh  |selesai
120 Hakim dan PP [sebe
Menit lum
sidang
berikut
nya

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud ; s Persyaratan/ Waktu | Output
prsp | S@f | PP | ‘pidana | Hukum | Panitera | Hakim | KPN | oo ot okapan
13 | Menyerahkan - berkas 10 Tanda terima
BA lengkap perkara menit | penyerahan
untuk ¢ - BA lengkap berkas
penyusunan - Ekspedisi
Putusan penyerahan
berkas
14 | Sidang v - berkas 120 Putusan
pengucapan perkara menit | yang sudah
putusan - Putusan ditanda
Majelis tangani
15 | Pembuatan - berkas 30 Petikan
petikan A perkara menit | putusan
putusan - Putusan
16 | Penyampaian - Petikan 120 - Ekspedisi
petikan dan - Putusan siap menit | - Tanda
Salinan dikirim terima
putusan penyampai
kepada an petikan/
Penyidik, salinan
JPU,
Terdakwa,
dan Lapas
17 | Menyerahkan - berkas 15 Tanda terima
berkas perkara menit | penyerahan
perkaral - cheklist berkas
Minutasi kelengkapan
berkas
- buku
ekspedisi
18 | Menginput - putusan 30 Amar dan
amar dan - SIPP menit | tanggal
tanggal v putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP
19 | Menginput e- - Pertimbangan 60 e-doc
doc putusan v hukum menit | putusan
ke dalam - Putusan yang
SIPP - SIPP dibacakan
lengkap
20 | Menginput - SIPP 10 Data terinput
tanggal - Buku menit | ke SIPP dan
minutasi Register tercatat di
pada SIPP register
dan dicatat v manual
dalam
register
Manual
21 | Menyerahkan - Berkas 10 - BA
berkas ke perkara yang menit Penyeraha
Panmud sudah n berkar
Hukum berkekuatan - Arsip
hukum tetap perkara
- Cheklist
- Soft copy BA
Sidang dan
Putusan




MAHKAMAH AGUNG R.L

Kabupaten Sarolangun

W5-U9/ (466

No.SOPf o7.01.3/11/2021
Tgl.

Perribuatan 12 Desember 2018
Tgl. Revisi | -

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I | Tgl. Efektif

11 November 2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Disahkan

Oleh

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Sarolangun

=

DEKA DIANA

2.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DIVERSI BERHASIL

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksana Diversi dan Penanganan Anak
yang belum berumur 12 (dua belas) tahun

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Satandar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
[tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HM0O2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

SOP Penahanan Perkara Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer
4. Register Diversi

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Anak




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petuga Panmud |Panmud Persyaratan / Ket.
P'rs%s‘ Staf | PP | "oitna | Hukum |[Paniteral Hakim | KPN | ZEIVETRR |Waktu|  Output
1 | Penerimaan - Berkas perkara + Berkas
berkas perkara - Checklist diterima/
kelengkapan 10 -Ekspe_disi
Q Tidak gsrkas _ menitl Cheklist yang
- Tanda bukti sudah ditanda
pelimpahan tangani
perkara petugas
2 | Meneliti - Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan Ya =/ > - Cek List Lengkap/
berkas perkara N kelengkapan 5 tidak lengkap
termasuk berkas menit - tangla terima
barang bukti l;:lnz:lkrnpahan
erkas
3 | Inputdata - Berkas perkara Berkas
SIPP dan - Komputer diterima dan
Penomoran - Koneksi LAN 30 diberikan
perkara, SIPP menit| memor
pencatatan - Buku register perkara
dalam register induk
induk (manual) -
4 | Menyerahkan - Berkas Perkara Ekspedisi
berkas perkara > 10
lyangksudah menit
engka
5 Per?un]'?:kan A - Berkas perkara Penetapan
Hakim/Majelis r_l | - SIPP 20 penunjukan
Hakim menit Majelis/Hakim
6 | Penunjukan - Berkas perkara 20 penunjukan
Panitera - SIPP " PP
Pengganti (PP) men
Pencatatan - Berkas perkara Register
" | RakimiMajetis Y " penunkan S
Hakim dan PP Ej Hakim/Majelis m:nit
ke dalam Buku Hakim dan PP.
Register Induk
(Manual)
8 | Penyerahan - Berkas perkara Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan
kepada y
Hakim/Majelis i} 5
Hakim untuk menit
dibuat
penetapan
penahanan jika
diperlukan
9 | Pembuatan v - Berkas 10 | Penetapan
Penetapan I—:I - SIPP Menit penahanan
10 |Menerima berkas i - Pen. Ekspedisi
perkara dari d Fenahaqan
Hakim/Majelis :I dan Hari
hakim dan Sidang
menyerahkan 5
penetapan menit
penahanan
kepada staf untul
dikirim ke PU dan
dicatat kedalam
register induk
1 I\?elaksanakan - Berkas perkara - BA gelaksana
upaya Diversi ~'__l - Undangan Pelaksanaan @n Diversi
bggiyyang § - kepada pihak Diversi maksimal
memenuhi terkait - Kesepakatan [7 hari
syarat yang {pembimbing Diversi jika
ditentukan kemasyarakatan, 120 | berhasil
pekerja sosial Menit
profesional,advo
kat, orang tua,
Y tokoh
| I masyarakat)

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas Petugas Panmud |Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf | PP Pidana | Hokurn Panitera| Hakim | KPN Perlengkapan Waktu Output
12 | Laporan - Laporan Laporan dan |ika tidak
hakim - BA permohonan perhasil
fasilitator Pelaksanaan diversi maka hakim
kepada KPN dan membuat
dan kesepakatan 10 penetapan
permohonan Diversi Menit hari sidang
penetapan dan
jika upaya pemeriksaal
diversi dilanjutkan
berhasil
13 | Pembuatan - Pemnchonan Konsep Panitera
konsep penetapan Penetapan |dapat men
penetapan diversi Diversi delegasi kai
diversi - Berkas ke Panitera
y perkara 30 Muda Pidan
E] - Kesepakatan | Menit
Diversi
- Konsep
Penetapan
Diversi
14 | Penandatang - Konsep Penetapan
anan Penetapan Diversi
penetapan Diversi 10
diversi Ej Menit
15 | Pengiriman - Penetapan Tanda Apabila has
salinan Diversi Terima kesepakatal
penetapan - Buku pengiriman | diversi tidak
diversi ‘:' Ekspedisi 60 | salinan dilaksanaka
kepada pihak E Menit| penetapan maka
terkait perkara bis:
dibuka
kembali
16 | Arsip perkara - Berkas BA
A perkara penerimaan
( ' - Penetapan 10 | arsip di
diversi menit| kepaniteraan
- Buku hukum
Ekspedisi

Halaman 3 dari 3



MAHKAMAH AGUNG R.I.

Kabupaten Sarolangun

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II | Tgl. Efektif
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Disahkan

w5-U9/ (967

No-SOP 1 o7.01.3/11/2021
Tgl.

Pernbuatan 12 Desember 2018
Tgl. Revisi | 10 November 2021

11 November 2021

Oleh

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Sarolangun

i

DEKA DIANA

3.SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DIVERSI GAGAL

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksana Diversi dan Penanganan Anak
yang belum berumur 12 (dua belas) tahun

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Satandar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IVI2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HM0O2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

SOP Penahanan Perkara Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer
4. Register Diversi

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Anak




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Ptgs | Staf [ PP Panmud Panmud [Panitera [Hakim Persyaratan/ Waktu Output Ket.
PTSP Pidana| Hukum Perlengkapan
Penerimaan - Berkas perkara + Berkas diterimal
berkas - Checklist Ekspedisi
perkara kelengkapan t Cheklist yang
D Tidak berkas 10 | sudah
Tﬁ - Tanda bukti menit | ditandatangani
pelimpahan petugas
perkara
Meneliti - Berkas Perkara Berkas
kelengkapan Ya |,/ > | Cek List Lengkap/tidak
berkas N kelengkapan 5 | lengkap
perkara berkas menit | tanda terima
termasuk pelimpahan
barang bukti berkas
Input data - Berkas perkara Berkas
SIPP dan + Komputer diterima dan
Penomoran - Koneksi LAN diberikan
perkara, ’-J SIPP 30 | nomor perkara
pencatatan - Buku register :
dalam induk el
register
induk
{manual)
Menyerahkan - Berkas Perkara Ekspedisi
berkas > 3
gsggim yang menit
lengkap
Penunjukan - Berkas perkara Penetapan
Hakim/Majelis 1} siep 20 | penunjukan
Hakim menit) Majetis/Hakim
Penunjukan - Berkas perkara penunjukan
Panitera - SIPP 20 | PP
Pengganti menit
(PP)
- Berkas perkara Register
Pencatatan - Penetapan Manual
penunjukan penunjukan
Hakim/Majelis Hakim/Majelis 5
Hakim dan PP Hakim dan PP. menit
ke dalam
Buku Register [ I
Induk
{Manual)
Penyerahan - Berkas perkara Ekspedisi
berkas - Penetapan
perkara y
kepada 5
Hakim/Majelis "
Hakim untuk s
dibuat
penahanan
jika ada
Pembuatan 'J - Berkas Penetapan
Penetapan j - SIPP 10 penahanan
Menit| Dan
Penetapan Hari
Sidang Pertama
Menerima , - Pen. Penahanan Ekspedisi
berkas -1 dan Hari Sidang
perkara dari
Hakim/Majelis
hakim dan
penctagan 5
kepada staf e
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
Melaksanakan B - Berkas perkara BA Diversi Pelaks
upaya Diversi 'Jlj - Penetapan/Penunj Tidak Berhasil | anaan
bagi yang ukan fasilitator Diversi
memenuhi y dalam hal Majelis | 120 maksi
syarat yang Cj hakim Menit mal 7
ditentukan hari

Halaman 2 dari 3



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas PP Panmud | Panmud Persyaratan/ Waktu | Output
PTSP Pidana Hukum Perlengkapan
12 | Pembuatan - Berkas 10 Konsep
konsep perkara menit | penetapan
peneteapan - ATK hari siding
hari sidang
13 | Penanda - Konsep 5 Penetapan
tanganan penetapan menit | hari sidang
pentepan hari hari sidang
sidang - ATK
14 | Melaksanaakan - Berkas Max BA Sidang dan
proses perkara 180 Putusan
persidangan - Konsep BA hari
15 | Penyusunan - Berkas 120 BA yang
BA A4 perkara menit | sudah
- Konsep BA ditandatangani
I oleh Hakim
dan PP
16 | Menyerahkan - Berkas 10 Tanda terima
BA lengkap perkara menit | penyerahan
untuk - BA lengkap berkas
penyusunan - Ekspedisi
putusan penyerahan
berkas
17 | Penyusunan - Berkas 120 Konsep
konsep Perkara menit | putusan
putusan - BA lengkap
- ATK
18 | Sidang - Berkas 120 Putusan yang
pengucapan perkara menit | sudah
putusan - Putusan ditandatangani
majelis
19 | Pembuatan - Berkas 30 Petikan
petikan A4 perkara menit | putusan
putusan - Putusan
20 | Penyampaian - Petikan 120 - Ekspedisi
petikan dan putusan dan | menit | - Tanda
Salinan Salinan terima
putusan kpd putusan penyampaia
penyidik, JPU, siap dikirim n petikan
Terdakwa dan
Lapas
21 | Menyerahkan v - Berkas 15 Tanda terima
minutasi perkara menit | penyerahan
perkara - Buku berkas
ekspedisi
22 | Menginput - Putusan 30 Amar dan
amar dan - SIPP menit | tanggal
tanggal v putusan
putusan | lengkap
kedalam SIPP | I
23 | Menginput e - Edoc 60 - Edoc
doc kedalam Putusan menit putusan
SIPP - SIPP yang sudah
dibacakan
24 | Menerima - Berkas 20 - Cheklist
minutasi Perkara menit sudah
perkara dari PP - Cheklist ditandatang
kelengkapan ani panitera
berkas muda
- Softcopy BA pidana
Sidang dan
Putusan
25 | Menyerahkan v Berkas 15 - BA
berkas ke perkara yang menit penyerahan
Panmud sudah berkas
Hukum O berkekuatan perkara
hukum tetap - Arsip

perkara




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Kabupaten Sarolangun

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

W5-U9/ {762

No-SOP 1 /5t 01.3/11/2021
Tgl.
Pembuatan 12 Desember 2018
Tgl. Revisi | 10 November 2021
Tgl. Efektif § 11 November 2021
Disahkan Wakil Ketua
Oleh Pengadilan Negeri

Sarolangun

e
DEKA DIANA

4. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
Surat Keputusan Ketua  Mahkamah
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang
PelayananPeradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
[tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Tentang

Agung
Standar

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

SOP Penanganan Meja Pengaduan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Perkara Pidana Singkat

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Singkat




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud . ; Persyaratan/ Waktu | Output Ke
PTSgP Staf | PP Pidana Hukum Panitera | Hakim | KPN Perlengkapan
1 Penerimaan - Berkas 10 Berkas
berkas perkara perkara menit | diterima/
- Checklist ekspedisi
berkas
perkara
2 Meneliti - Checklist 5 Berkas
kelengkapan <> berkas menit | lengkap
berkas perkara perkara
3 Menyerahkan - Berkas 5 Ekspedisi
berkas perkara I ] perkara menit
4 Penunjukkan - Berkas 20 Penetapan
Majelis Hakim perkara menit | penunjukk
L an Majelis
Hakim
5 Penunjukkan - Berkas 20 Penunjukk
Panitera h 4 perkara menit | an PP
Pengganti (PP) r - Penetapan
penunjukka
n hakim
6 Penyerahan - Berkas 5 Ekspedisi
berkas perkara I E Perkara menit
kepada Hakim - Penetapan
7 Proses - Berkas 120 BA
persidangan perkara menit
[ terdakwa,
;I saksi dan
Barang
bukti
lengkap
8 Input data SIPP - SIPP 20 Tercatatny
dan Penoomoran - Register menit | adalam
perkara, Induk SIPP dan
pencatatan, I Perkara register
dalam register Pidana induk
induk (manual) Singkat perkara
pidana
singkat
9 Penyusunan \ 4 - Berkas 120 Putusan
putusan dan BA perkara menit dan BA
Sidang - Konsep
Putusan
- Konsep BA
10 Pembuatan - Berkas 30 Petikan
petikan putusan perkara menit | putusan
- Putusan
1 Penyampaian - Petikan 120 Tanda
petikan dan putusan menit | terima
Salinan putusan HF dan Salinan penyampa
kpd penyidik, | I putusan ian
JPU, Terdakwa siap dikirim petikan
dan Lapas dan - Buku
Minutasi perkara ekspedisi
12 Menyerahkan A . - Berkas 15 Tanda
minutasi perkara perkara menit | terima
._l - Buku penyeraha
ekspedisi n berkas
13 Menginput amar v - Putusan PN 30 Amar dan
dan tanggal - SIPP menit | tanggal
putusan kedalam I l putusan
SIPP lengkap
14 Menginput e doc 1 - Edoc 60 E doc
kedalam SIPP | Putusan PN | menit | putusan
- SIPP
15 Menerima - Berkas 20 Checklist
minutasi perkara Perkara menit | sudang
dari PP v - Cheklist ditandatan
kelengkapa gan
n berkas panmud
- Softcopy pidana
BA Sidang
dan
Putusan
16 Menyerahkan - Perkara 15 Berita
berkas ke sudah menit | acara
Panmud Hukum O berkekuatan penyeraha
hukum tetap n berkas
- checklist dan Arsip

perkara
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5. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRING

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

A

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyesuaian BATASAN Tindak Pidana
Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
[tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

SOP Kepaniteraan Pidana

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Cepat/Tipiring




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ke
Petugas Panmud | Panmud Persyaratan/
PTSP Staf PP Pidana | Hukum Panitera| Hakim KPN Perlengkapan Waktu Output
1 | Penerimaan -Berkas perkara Berkas
berkas ) Tigek -Checklist berkas diterima/
perkarg dari Perkara 10 Ekspedisi
penyidik menit
2 | Meneliti Ya -Cek List berkas Berkas
kelengkapan > perkara 5 Lengkap
berkas N menit
perkara
3 | Menyerahkan -Berkas Perkara Ekspedisi
berkas 5 .
perkara menit
4 | Penunjukan 4 -Berkas perkara Penetapan
Hakim E] 20 . | penunjukan
menit | Hakim
5 | Penunjukan -Berkas perkara penunjukan
Panitera [ l¢ -Penetapan 20 PP
Pengganti et penunjukan :
(PP) Hakim s
6 | Penyerahan -Berkas perkara Ekspedisi
g:i:?a &II_ -Penetapan 5
kepada Hakim manit
7 | Proses -Berkas Perkara
persidangan -terdakwa,Saksi 120 |- Putusan
dan Barang Bukti| Menit
lengkap
8 | Input data -SIPP 10 ; Pencal
SIPP dan -Register Induk | Menit 'E:,;an:es”#fpm n
Penomoran Perkara Pidana dan tercatat ilakuk;
perkara, Cepat dalam etelah
pencatatar! Register erkara
::{I;Iﬁ:(n register i n duk PerkaraPutus
(manual) Pidana Cepat
9 | Pengisian ! -Berkas perkara Putusan
Blangko -1 -Blangko Putusan 30 .
Putusan Menit
10 | Penyampaian -Salinan Putusan Tanda terima
Salinan -Buku Ekspedisi penyampaian
putusan , Salinan
kepada putusan
Penyidik, JPU, 60
Terdakwa dan Menit
Lapas dan
Minutasi
berkas
perkara
11 | Menyerahkan -Berkas perkara Tanda
Minutasi - Cheklist 15 terima
perkara kelengkapan Menit penyerahan
berkas berkas
-Buku Ekspedisi
12 | Menginput - Putusan 30 Amar dan
amar dan L SIPP Menit |tanggal
tanggal putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP
13 | Menginput - Pertimbangan 60 Pertimbangan
pertimbangan 3 Hukum Menit |Hukum dan
hukum dan e- - Putusan e-doc
doc kedalam - SIPP putusan
SIPP lengkap
14 | Menginput - SIPP Data
tanggal 4 - Buku terinput ke
minutasi pada E] Register j0 | sippdan
SIPP dan Menit tercatat di
dicatat dalam register
register manual
manual
15 | Menyerahkan b -Perkara sudah -Berita acara
berkas ke (b berkekuatan 10 penyerahan
Panmud hukum tetap menit berkas
Hukum perkara
-Arsip perkard

Halaman 2 dari 2
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6. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TILANG

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 12 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
[tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. 81
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

SOP Kepaniteraan Pidana

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Perkara Pidana Lalu Lintas

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas




L Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas  Petugas| Staf PP Panmud | Panmud | Panitera| Hakim | KPN | Persyaratan/ [Waktu| Output | Ket.
PTSP Pidana | Hukum Perlengkapan
1 | Penerimaan - Berkas Berkas
berkas | ’ Tidak perkara Lalu diterima
perkara Lalu 3 lintas 5
lintas dari - Soft Copy menit
penyidik berkas
2 | Meneliti Ya / - Berkas Berkas
Kelengkapan \ perkara Lalu 5 lengkap
Berkas lintas Menit
- Soft Copy
berkas
3 | Menyusun - Berkas Berkas
berkas dan E'—l perkara 1 menit /| lengkap
Melapisi - ATK berkas | dengan
berkas dengan perkara| karbon
kertas karbon
4 | Penetapan y - Berkas Penetapan
Penunjukan E] perkara 20 |penunjukar]
Hakim - Konsep menit | Hakim
penetapan
5 | Penunjukan - Berkas penunju
PP | -J‘L perkara 20 | kanPP
- Konsep menit
penetapan
6 | Persidangan - Berkas 15 Putusan [Tanpa
pengucapan perkara Menit dihadiri
putusan terdakw
7 | Input putusan A - ATK 120 | Terinput
perkara tilang [ "1—| - SIPP Menit | ke
di SIPP dalam
SIPP
8 | Mengumumkan - Salinan 60 | Putusan
denda tilang di A 4 Putusan Menit | terpublik
papan Ej - ATK asikan
pengumuman - Website.
dan website
9 | Mengirimkan - Salinan 120 |[Tanda
salinan putusan Menit [terima
putusan dan - barang bukti pengiriman
barang bukti - Buku Salinan
ke Kejaksaan Ekspedisi putusan
dan BB
10 | Penerimaan 5 - Putusan 5 Tanda
putusan L| Perkara tilang | Menit | terima
perkara tilang Ll - Buku
Ekspedisi
11 | Pengarsipan - Putusan 5 | Berita
y Perkara tilang | Menit | Acara
d - Buku penyerah
Ekspedisi an
putusan
+ Arsip

Halaman 2 dari 2
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7.SOP PROSES PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung NOmor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
[tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.
3.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Induk Perkara Pidana

5. Register Perkara Pidana Banding

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf/ Panmud . Persyaratan/ Ket.
PTSP Meja li Pidana JS/JSP | Panitera Parleﬁgkapan Waktu Output
1 | Menerima - Berkas perkara Persyaratan
Permohonan ' ,‘,— - Putusan 10 Pemohonan
Banding - ATK menit | Banding
+ Surat Kuasa (jika lengkap
ada)
2 | Membuat Akta y + Berkas perkara Konsep
Pemyataan }M - Putusan 10 Akta
Banding - Surat Kuasa (jika Menit Pemyataan
ada) Banding
- ATK
3. | Mengoreksi - Berkas Perkara Konsep
dan Paraf Akta - Putusan Akta
Ya | - Konsep Akta 10 Pernyataan
Pernyataan Menit | Banding
Banding yang telah
F ATK diparaf
4. | Menandatang - Berkas Perkara Akta Panitera
ani Akta - Putusan Pernyataan | menanda
Pernyataan - Konsep Akta Banding tangani
Banding Pernyataan 10 akta
Banding yang telah Menit setelah
diparaf pemohon
menanda
tangani
akta
5 | Input data . - Akta Pernyataan Data
Pemmohonan 1 Banding Banding
Banding di + Putusan 15 terinput di
SIPP dan - ATK it SIPP dan
dicatat dalam L SIPP ment | tercatat
register - Register dalam
register
6 | Membuat - Berkas Perkara Konsep
Laporan é_ - Putusan Laporan
Banding - Akta Pernyataan 30 Permohonan
Banding menit | Banding ke
+ ATK Pengadilan
Tinggi _
7 | Menandatang - Konsep Laporan Laporan
ani laporan {J I Permohonan 5 Banding
banding Banding ke Menit
Pengadilan Tinggi
8 | Mengirim + Laporan Tanda bukti | Kirim lewat
Laporan Permohonan 20 pengiriman |Pos dan
Banding Banding manit Email/Fax
- ATK
- Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan - Akta Pemrmohonan Relaas
Pernyataan v Banding 60 pemberitahua
Banding = L ATK menit | n banding
b Surat tugas
10 | Input IJ, - Relaas Data
Pemberitahuan pemberitahuan terinput
Banding di IJ banding 10 dalam SIPP
SIPP dan F ATK menit | dan tercatat
dicatat di - SIPP dalam
register - Register register
11 | Menerima y - Memori /kontra Memorifkont
Memori/kontra i = banding ra banding
banding - Sofcopy 5 lengkap
memori/kontra menit dibuat
memori banding rangkap
- ATK sesuai
I Register kebutuhan
12 | Membuat s - Memori /kontra Konsep
AktaTanda E Tidak banding 20 akta tanda
terima Memori - - ATK menit | terima
fkontra - Register memori
Banding banding
13 | Penandatangan - Konsep akta tanda Akta tanda Setelah
an akta Ya 7 terima memori 10 terima 3 di paraf
penerimaan N /kontra banding menit | Memori oleh
memori /kontra F ATK /kontra Panmud
banding banding Pidana
14 | Input -Akta tanda terima Data
penerimaan E-L memori/kontra terinput di
Memori /kontra — banding 10 SIPP dan
Banding ke -Memori /kontra menit tercatat di
SIPP dan a’j banding register
dicatat dalam -SIPP
register -register

Halaman 2 dari3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf/ Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Meja Il Pidana | YS/JSP | Panitera | KPN Perlengkapan Waktu Output
15 | Pemberitahuan - Akta tanda Relaas
dan Penyerahary @ terima /kontra pemberitahuan
Memori /kontra ..Jj memori 15 dan
Banding serta g = banding ment |Penyerahan
input relas - Memorikontra eni memori/kontra
pemberitahuan banding banding
- _ATK
16 | Pencatatan - Relaas Data
dalam register pemberitahuan pemberitah
E—I‘ dan uan dan
-t penyerahan penyerahan
memori /kontra memori
banding 10 /kontra
- Register menit | banding
- SIPP terinput
- ATK dalam SIPP
dan tercatat
dalam
register
17 | Mempelajari '_]r - Berkas perkara Akta telah
Berkas - putusan 15 mempelajari
Perkara menit | berkas
perkara
18 | Menyusun dan - Berkas perkara Konsep
membuat y (bundel A dan surat
Surat I _1I bundel B) 50 | Pengantar
Pengantar - Softcopy menit pengiriman
Pengiriman putusan berkas
berkas - ATK banding
banding
19 | Menanda L Konsep surat Surat
tangani Surat ’j pengantar pengantar
Pengantar pengiriman berkas pengiriman
Pengiriman banding 10 berkas
berkas menit | banding
banding yang sudah
ditanda
tangani
20 | Mengirim y - Berkas perkara Tanda bukti | Paling
berkas j {bundel A & 60 pengitiman | lambat
Banding bundel B) irianit berkas
- surat pengantar dikirim
- ATK 14 hari
21 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di 4 pengirman terinput di
SIPP dan I Gy . berkas banding 10 SIPP dan
mencalat - Register menit | tercatat di
dalam register - SIPP register
- _ATK
22 | Arsip berkas - Putusan Arsip
perkara Y - akta-akta tersimpan
banding di ‘ ’ - memori dan 10 sebagai arsip
simpan di kontra memori | menit | aktif di
arsip aktif banding Kepaniteraan
Pidana J

Halaman 3 dari 3
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8.SOP PROSES PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana
Pemilu

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |l
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.
3.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Induk Perkara Pidana

5. Register Perkara Pidana Banding

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktlvitas Petugas Staf / Panmud Persyaratan/
PTSP Meja II Pidana | YS/JSP | Panitera | KPN Perlengkapan Waktu Output

1 Menrerima -Berkas perkara Persyaratan
Permohonan ‘ } -Putusan Permohonan
Banding -ATK Banding

-Surat Kuasa (jika 10 lengkap
ada) menit
-Tenggang waktu

banding 3 hari kerja

setelah putusan

2 | Membuat Akta y -Berkas perkara Konsep
Permyataan j(—jdﬂw -Putusan 10 | Axta
Banding -Surat Kuasa (jika Menit Pernyataan

ada) Banding
-ATK
3. | Mengoreksi -Berkas Perkara Konsep
dan Paraf Akta -Putusan Akta
Ya / -Konsep Akta 10 Pernyataan
Pernyataan Menit | Banding
Banding yang telah
-ATK diparaf

4. | Menandatang -Berkas Perkara Akta Panitera
ani Akta 'I._J I -Putusan Pernyataan | menanda
Pernyataan -Konsep Akta Banding tanganj
Banding Pernyataan 10 akta

Banding yang telah Menit sctelah

diparaf pemohon
menanda
tangani
akta

5 | Input data . -Akta Pernyataan Data
Pemmohanan L Banding Banding
Banding di -Putusan 15 terinput di
SIPP dan -ATK + | SIPPdan
dicatat dalam -SIPP mentt | tercatat
register -Register dalam

register

6 | Membuat -Berkas Perkara Konsep
Laporan -Putusan Laporan
Banding -Akta Pernyataan 30 Permohonan

Banding menit | Banding ke
-ATK Pengadilan
Tingagi

7 | Menandatang \ 4 -Konsep Laporan Laporan
ani [aporan lr_ l Pemohonan 5 Banding
banding Banding ke Menit

Pengadilan Tinggi _

8 | Mengirim -Laporan Tanda bukti [ Kirim lewar
Laporan %E Permohonan 30 pengiriman | Pos dan
Banding Banding ; Email/Fax

ATK menit
-Buku ekspedisi

9 | Pemberitahuan -Akta Permohonan Relaas
Pemyataan y Banding 60 pemberitahua
Banding I'J -ATK menit | n banding

-Surat tugas

10 | Input 5 -Relaas Data
Pemberitahuan rJ pemberitahuan terinput
Banding di ﬂ banding 10 dalam SIPP
SIPP dan -ATK menit | dan tercatat
dicatat di -SIPP dalam
register -Register register

11 | Menerima 4 -Memori /kontra Memori/kont
Memorifkontra l banding ra banding
banding -Sofcopy 5 lengkap

memori/kontra menit dibuat
memori banding rangkap
-ATK sesuai
-Register kebutuhan

12 | Membuat ! -Memori /kontra Konsep
AktaTanda E"l‘ Tidak banding 10 akta tanda
terima Memori p—d -ATK menit | tefima
fkontra -Register memori
Banding banding

13 | Penandatangan -Konsep akta tanda Akta tanda Sctelah
an akta Ya terima memori 10 terima di paraf
penerimaan N\ fkontra banding menit | memori olch
memori /kontra -ATK /kontra Panmud
banding banding Pidana

14 | Input -Akta tanda terima Data
penerimaan [—L memori/kontra terinput di
Memori 1~ banding SIPP dan
/kontra -Memori /kontra 10 tercatat di
Banding ke v banding menit | register
SIPP dan EJ -SIPP
dicatat dalam -register
register

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas Staf/ Panmud Persyaratan/
PTSP Meja i Pidana | 9S/JSP | Panitera KPN Perlengkapan Waktu Output
15 |Pemberitahuan -Akta tanda terima Relaas
dan Penyerahan L(J /kontra memori pemberitahuan|
Memori /kontra > rj banding 15 |dan
Banding serta g = -Memori/kontra menit penyerahan
input relas banding memori/kontra
pemberitahuvan -ATK banding
16 | Pencatatan -Relaas Data
dalam register pemberitahuan pemberitahuan
r]_ dan penyerahan dan
— memori  /kontra penyerahan
banding 10 |memori /kontra
-Register menit |banding
-SIPP terinput dalam
-ATK SIPP dan
tercatat dalam
register
17 | Mempelajari 'Jr -Berkas perkara IAkta telah
Berkas 1 I -putusan 15 mempelajari
Perkara ment |herkas perkara
18 | Menyusun dan -Berkas perkara Konsep surat
membuat y (bundel A dan pengantar
Surat l "ll bundel B) 5o |pengiriman
Pengantar -Softcopy putusan menit berkas
Pengiriman -ATK banding
berkas
banding
19 | Menandatang Konsep surat Surat
ani Surat pengantar pengantar
Pengantar pengiriman berkas 10 pengiriman
Pengiriman banding it berkas
berkas MeNt thanding yang
banding sudah
ditandatangani
20 | Mengirim y -Berkas perkara ITanda bukti Paling
berkas fj (bundel A & 60 [pengiiman lambat
Banding bundel B) menit berkas
-surat pengantar dikirim
-ATK 14 hari
21 | Input Surat -surat pengantar Data telah
Pengantar di pengirman berkas terinput di
SIPP dan [ 1 banding 10  |SIPP dan
mencatat -Register menit [tercatat di
dalam register -SIPP register
-ATK
22 | Arsip berkas -Putusan rsip
perkara : 3E -akta-akta tersimpan
banding di -memori dan kontra 10  |sebagai arsip
simpan di memori banding menit [aktif di
arsip aktif Kepaniteraan
Pidana

Halaman 3 dari 3




MAHKAMAH AGUNG R.l.

Kabupaten Sarolangun

W5-U9/ 973
No.SOP 1 01 01.3/11/2021

Tqgl.

Pembuatan | 12 Pesember 2018

Tgl. Revisi |-

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il | Tgl. Efektif | 11 November 2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Disahkan Wakil Ketua

Oleh Pengadilan Negeri
Sarolangun

/C:QJ"/
Dem

9.S0OP PROSES PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen
elektronik  sebagai kelengkapan  permochonan
kasasi/PK

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IVI2007 tentang Pemberlakuan Buku
|ltentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung NOmor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua ~Mahkamah Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HM0O2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.
3.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Induk Perkara Pidana
5. Register Perkara Pidana Kasasi

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud Persyaratan/ Ket.
el s Mejall | Pidana | /S/JSP | Panitera | KPN Be rleflgkapan Waktu | Output
1 | Menerima Berkas perkara Persyaratan | Dokumen
Permmohonan ATK Pemohonan| elektronik
Kasasi Surat  Kuasa Kasasi sebagai
(iika ada) 10 lengkap mana
menit dimaksud
dalam
SEMA
No.1/2014
ol o S e il Ata
Kasasi — elektronik 10 Pernyataan
Surat Kuasa | Menit | Kasasi
(iika ada)
ATK
3. | Mengoreksi dan Berkas Perkara Konsep
Paraf Akta Dokumen Akta
pernyataan Lvya elektronik 10 Pemyataan
kasasi Konsep  Akta Menit Kasasi yang
Pernyataan telah diparaf]
Kasasi
ATK
4. | Menandatangani Berkas Perkara Akta Panitera
Akta Pernyataan Dokumen Pernyataan | menanda
Kasasi elektronik Kasasi tangani
Konsep Akta 5 akta
Pernyataan Menit setelah
Kasasi  yang pemohon
telah diparaf menanda
tangani
akta
5 | Input data Akta Data
Permohonan v Pernyataan Kasasi
Kasasi di SIPP !:—l Kasasi 15 terinput di
dan dicatat Dokumen ] SIPP dan
dalam register elektronik mend tercatat
ATK dalam
Register register
6 | Membuat Berkas Perkara Konsep
Laporan Kasasi i Daokumen Laporan
E elektronik Permohonan
1 Akta mi{r)lil Kasasi ke
Pernyataan Mahkamah
Kasasi lAgung
ATK
7 | Menandatangani Konsep Laporan
laporan kasasi r Laporan Pemyataan
'J] I Pemmohonan 10 Kasasi
Kasasi ke Menit
Mahkamah
Agung
8 | Mengirim v Laporan Tanda bukti | Kirim
Laporan E—| Pernyataan pengiriman | lewat Pos
Pernyataan Kasasi 30 dan
Kasasi Barcode menit Email/Fax
ATK
Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan Akta Relaas
s :
Kasoa ] Koot I
Surat tugas meni kasasi
ATK
10 | Input I Relaas Data
Pemberitahuan E—|_ pemberitahuan terinput
dan dlatat i Sep 10 | Sipp dan
. : menit
register E%eﬂlsler :iearlcazrlr:at
reqgister
11 | Menerima y Memori kasasi Memori
Memori /kontra _é Register kasasi
memori Kasasi Softcopy lengkap
memori kasasi 5 dibuat
ATK menit | rangkap
sesual
kebutuhan

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf/ Panmud Persyaratan/
PTSP Meja Il Pidana JS /JSP | Panitera KPN Perlengkapan Waktu Output
12 | Membuat - Memori kasasi Konsep  akta
AktaTanda - softcopy memori tanda terima
terima Memori/ kasasi 30 | memori kasasi
kontra memori Tidak - Register menit
Kasasi p—d -ATK
13 | Penandatangan - Konsep akta tanda Akta tanda
an akta terima memori 10 terima memori
penerimaan Ya kasasi it kasasi
memori / kontra NG men
memori kasasi
14 | Input - Akta tanda terima Data terinput di
penerimaan rL memori kasasi SIPP dan
Memori Kasasi " - Memori kasasi 10  |tercatat di
ke SIPP dan - SIPP menit |register
dicatat dalam - Register
register
15 | Pemberitahuan - Akta tanda terima Relaas
dan memori kasasi 15 pemberitahuan
Penyerahan N I - Memori kasasi . |dan
Memori / kontra " -ATK menit | cenyerahan
memori Kasasi memari kasasi
16 | Input Relaas -Relaas Data
Pemberitahuan pemberitahuan dan pemberitahuan
dan FL penyerahan memori dan
Penyerahan — kasasi 10 penyerahan
Memori / kontra -ATK menit memori kasasi
memori Kasasi - Register terinput dalam
di SIPP dan -SIPP SIPP dan
dicatat di tercatat dalam
register register
17 | Pemberitahuan - Blanko Relaas
untuk ’;L I pemberitahuan 60 pemberitahuan
mempelajari untuk mempelajari i untuk
berkas kepada berkas mempelajari
pihak-pihak berkas
18 | Input Relaas -Relaas Data terinput
untuk pemberitahuan dalam SIPP
mempelajari LI untuk mempelajari 10 dan tercatat
berkas di SIPP berkas it dalam register
dan dicatat - Register man
dalam register - SIPP
-ATK
19 | Mempelajari L - Berkas perkara 10 Akta telah
I : i
Berkas Perkara ‘_I - dokumen elektronik mail Ir:‘e?;naieg?;ilra
20 | Mengupload v - dokumen elektronik Dokumen
dokumen E:I - SIPP MA elektronik
elektronik dalam 30 terupload
direktori menit |dalam direktori
dokumen dokumen
elektronik elektronik MA
21 | Menyusun dan - Berkas perkara Konsep surat
membuat Surat y (bundel A dan jg |Pengantar
Tid s
Pengantar E._I‘L ak bundel B) menit |Pengiiman
Pengiriman —l - barcode berkas kasasi
berkas kasasi -ATK ke MA
22 | Penandatangan Konsep surat Surat
an Surat Ya pengantar pengantar
Pengantar pengiriman berkas 10  |pengiriman
Pengiriman kasasi menit |berkas kasasi
berkas kasasi yang sudah
ditandatangani
23 | Mengirim - Berkas perkara Tanda bukti Paling
berkas Kasasi E'j (bundel A & bundel pengiriman lambat
B) berkas
- surat pengantar mzail dikirim
- barcode 14 hari
- Softcopy berkas
-ATK
24 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di pengirman berkas terinput di
SIPP dan " kasasi 10 |SIPP dan
mencatat dalam :Lll - Register menit |tercatat di
register -SIPP register
-ATK
25 | Arsip berkas - dokumen elektronik Arsip
perkara kasasi Y - akta-akta tersimpan
di simpan di -memori dan kontra 10 sebagai arsip
arsip aktif memori kasasi menit | aktif di
Kepaniteraan
Pidana

Halaman 3 dari 3
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DEKA DIANA

10. SOP PROSES PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen
elektronik  sebagai  kelengkapan permohonan
kasasi/PK

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung NOmor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Induk Perkara Pidana PK

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas | Staf/ | Panmud| JS/ | Panit PP | Haki KPN Persyaratan/ | Waktu | Output Ket
PTSP_| Mejall | Pidana | JSP | era mem Perlengkapan
1 | Menerima Permmohonan Pemohonan
Permohonan ‘ } Peninjauan PK perkara
dan memori Kembali 10 [Pidana
PK surat kuasa menit
(iika ada) ;
ATK
Softcopy
2 | Membuat Akta y permohonan Konsep Akta
Permyataan E}_‘ﬂgak_ PK pemyataan
PK pidana ATK 10 IpK pidana
Menit
3. | Mengoreksi permohonan Konsep akta
dan Paraf Akta Ya | o~ pemyalt)aan
Konsep akta 10 |PK pidana
pernyataan Menit |yang diparaf
PK pidana
ATK
4. | Menanda Konsep akta Akta
tangani Akta B pemyataan 10 pemyataan
Pemyataan PK PK  pidana Menit (P Pidana
yang di paraf
ATK
5 | Input data Akta Data terinput
Pemohonan pernyataan di SIPP dan
PK di SIPP v PK Pidana tercatat
dan dicatat 1 | va Pemohonan 10  [dalam
dalam register Erl PK menit [register
1 Register
SIPP
ATK
6 | Meneliti y Berkas Berkas
kelengkapan itk ) NG Perkara yang perkara
berkas \/ diajukan PK 3o |-engkap
perkara yang Akta menit
diajukan PK pemyataan
PK
Memori PK
7 | Penunjukan Berkas Penetapan
Hakim/Majelis Perkara yang penuniukannj
Hakim melalui L diajukan PK majelis haki
SIPP Akta 20  |terinput
pemyataan menit |dalam SIPP
PK
Memori PK
SIPP
8 | Penunjukan y Berkas Penetapan
PP melalui I Perkara yang penunjukan
SIPP diajukan PK PP terinput
Akta 20 [dalam SIPP
pernyataan menit
PK
Memori PK
SIPP
9 | Mencatat Berkas Data telah
penunjukan Perkara yang tercatat
majelis hakim I __‘L.. diajukan PK dalam
dan PP dalam Akta 10 Register
register llg;?(myataan menit
Memori PK
Register
ATK
10 | Menerima y Berkas Tanda terima
penyerahan :l Perkara yang penyerahan
berkas diajukan PK berkas
perkara Akta perkara
pernyataan 10
PK menit
Memori PK
Register
Buku
Ekspedisi
11 | Penetapan IJF Berkas Penetapan
Hari Sidang ﬂ Perkara hari sidang
melalui SIPP SIPP 5 i
men

O

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | JS/ Persyaratan/ Kel
PTSP Pidana | Jsp | Panitera| PP | Hakim | KN Peﬂef‘gk apan | Waktu [ Output
12 | Menerima - Berkar Penetapan
berkas Perkara hari sidang
perkara PK 5 dan memori
menit | PK
13 | Pemanggilan - Penetapan Relas
Para Pihak : hari sidang panggilan
dan - berkas dan
Penyerahan I I perkara 120 penyerahan
memori PK - memori PK menit | memori PK
kepada
termohon PK
14 | Proses '_jl' - Berkas BA
Persidangan perkara Pemeriksaan
dan - memori PK 120 [@anBA
pembuatan - Relas Mmenit Pendapat
berita acara panggilan dan
pendapat penyerfigi:(n
memari
15 | Penyusunan A - Berkas Berkas
berkas ] perkara PK 30 | perkara
perkara PK menit
16 | Mengupload - Dokumen 30 Dokumen
dokumen elektronik yang | menit | elektronik
elektronik dimohonkan PK] terupload
yang - Akta dalam
dimohonkan pemyataan direktori
PK dalam PK dokumen
direktori - memori PK elektronik
dokumen MA
elektronik
17 | Menyusun dan - Berkas Konsep
membuat perkara surat
surat (bundel A dan 30 pengantar
pengantar 1. Tidak bundel B) menit | Pengirman
pengiriman b I - barcode berkas PK
berkas PK ke - ATK ke MA
MA
18 | Penandatanga Konsep surat Surat
nan surat pengantar pengantar
pengantar Ya Ve pengiriman a0 | pengiiman
pengiriman PK N berkas PK ke menit | erkas PK
ke MA MA yang sudah
ditanda
tangani
19 | Input Surat - surat Data telah
Pengantar di pengantar terinput di
SIPP dan pengirman 10 SIPP dan
mencatat berkas PK menit tercatat di
dalam register - Register register
- SIPP
- _ATK
20 | Mengirim - Berkas Tanda bukti
berkas PK perkara pengiriman
(bundel A &
bundel B) 60
- surat menit
pengantar
- barcode
- ATK
21 | Arsip berkas - dokumen [Arsip
perkara PK di r elektronik tersimpan
simpan di ( ) - akta-akta sebagai arsip
arsip aktif - memori dan aktif di
kontra 10 Kepaniteraan
memori PK Hisnit Pidana
- salinan BA
sidang
pemeriksaan
PK dan BA
pendapat

Halaman 3 dari 3
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DEKA DIANA

11. SOP PROSES PERMOHONAN GRASI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Grasi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung NOmor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. $1
2. SMU Sederajat

Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Induk Perkara Pidana Grasi

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No| Aktivitas Petugas Staf / Panmud Persyaratan/
PTSP | Mejall | Pidana Sl Panitera | poriengkapan | Wektu | Output
1 | Penerimaan -permohonan Permohonan
Permohonan ( } grasi grasi
Grasi -putusan yang 10 lengkap
dimohonkan grasi denit
-surat kuasa (jika
ada)
-ATK
2 | Pembuatan -permohonan Konsep Akta
Akta 3 Tidak grasi Permohonan
permohonan r < -putusan yang 10 Grasi dari
Grasi dari dimohonkan grasi eIt terpidana
terpidana -surat kuasa (jika
ada)
-ATK
3 | Koreksidan Konsep Akta Konsep Akta
pemberian > Pemohonan 10 permohonan
paraf TN Grasi dari menit grasi yang
terpidana sudah
diparaf
4 | Penandatang Konsep Akta Akta
anan Akta N I permohonan 5 permohonan
permohonan T grasi yang menit | grasi
grasi sudah diparaf
5 | Permmintaan ] -Akta permohonan Surat
keterangan grasi keterangan
tentang ['J I -surat pemrmintaan 30 tentang
lerpidana i- keterangan menit | terpidana
kepada dari Lapas
Kalapas
6 | Inputdata -Akta permohonan Data telah
permohonan grasi terinput
Grasi di SIPP -ATK 20 dalam SIPP
dan dicatat di -Register it dan dicatat
Register -SIPP ment | dalam
Grasi register
7 | Menyusun -Berkas perkara Konsep
dan membuat (bundel A dan surat
Surat . bundel B) 30 pengantar
Pengantar EJ"“ Tidak -ATK menit | pengiriman
Pengiriman = berkas grasi
berkas grasi ke MA
8 | Mengoreksi Konsep surat Surat
dan pengantar pengantar
menandatang ya |~ > pengiriman 10 [Pengiriman
ani Surat TN berkas grasi menit |Perkas grasi
Pengantar yang sudah
Pengiriman ditandatangani
berkas grasi
9 | Mengirim - surat pengantar 60 Tanda bukti
berkas Grasi l _.l‘l TK 7 pengiriman
10 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di y pengirman terinput di
SIPP dan 1 berkas grasi 10 | SIPPdan
mencatat - Register menit | tercatatdi
dalam - SIPP register
register - ATK
11 | Arsip berkas - putusan Arsip
perkara grasi , - akta-akta tersimpan
di simpan di d - permohonan sebagai arsip
arsip aktif grasi 10 | aktif di
- surat keterangan | menit |Kepaniteraan
tentang Pidana
terpidana dari
Lapas

Halaman 2 dari 2




W5-U9/ 1996

No.SOP 1 /61 01.3/11/2021
Tgl.
Peribuatan 12 Desember 2018
Tgl. Revisi § 10 November 2021
MAHKAMAH AGUNG R.I. .

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II | Tgl. Efektif § 11 November 2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Disahkan Wakil Ketua
Kabupaten Sarolangun Oleh Pengadilan Negeri

Sarolangun

o
DEKA DIANA

12. SOP PROSES PERMOHONAN PRAPERADILAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
tentang Larang PK terhadap Putusan Praperadilaln
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Induk Perkara Pidana

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Praperadilan




Pelaksana Mutu Baku Ket
No| Aktivitas Staf/ | Panmud | Panmud Persyaratan/
Mejall | Pidana | Hukum JS PP |Hakim| Panitera Perlengkapan Waktu Qutput
1 [Menerima + Permohonan Berkas
berkas Tidak Praperadilan permohonan
Permmohonan - Surat kuasa jika 10 |yang
praperadilan ada . |lengkap
L Ceklist T
kelengkapan
berkas
2 [Meneliti - Permohonan Ceklist telah
kelengkapan § / Praperadilan ditanda
permohonan 2 - Surat kuasa jika 20 |tangani
pra peradilan \ ada :
dan membuat - Ceklist o
tanda terima kelengkapan
berkas
3 |Input data di + Permohonan Data terinput
SIPP dan L_" Praperadilan kedalam
mencatat S - Surat kuasa jika 10 SIPP dan
dalam register ada i [tercatat
t Ceklist menit |vedalam
kelengkapan register
berkas
4  [Menunjuk - Berkas Penetapan
Hakim melalui - ATK 20 [penunjukan
SIPP L SIPP menit |Hakim
5 |Menunjuk L Berkas Penetapan
Panitera + ATK penunjukan
Pengganti - SIPP 20 |Panitera
melalui SIPP [ le + Penetapan menit |Pengganti
" penunjukan
hakim
6 |Mencatat i + Berkas Data tercatat
penunjukan E—! - ATK dalam
Hakim dan + Penetapan register
Panitera penunjukan 10
Pengganti Hakim s
kedalam + Penetapan
register penunjukan
Panitera
Pengganti
7 Menerima L Berkas perkara Penetapan
Berkas pra peradilan harl sidang
Dan Membuat " L ATK 15
Penetapan Irj L SIPP menit
Hari sidang
melalui SIPP
8 |Penerimaan L Berkas perkara 5 Berkas
berkas D menit |Perkara
9 |Panggilan s + Berkas perkara Relaas
sidang ﬁ'—'l pra peradilan 120 ([Panggilan
F ATK menit sidang
- Penetapan hari
sidang
10 [Melaksanakan ¥ - Berkas perkara BA Sidang
Proses | pra peradilan
Persidangan L ATK 7
L Penetapan hari 2
sidang 1:{ o
+ Relaas eia
panggilan
sidang
11 |Pengucapan + Berkas perkara Putusan
putusan + BA Sidang 60
L Putusan Menit
12 |Input putusan + Putusan Putusan
kedalam SIPP - SIPP 60 |terinput
Menit |kedalam
SIPP
13 |Menginput y - Putusan 30 Amar dan
amar dan IJ I - SIPP Menit  |tanggal
tanggal putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP
14 |Menginput - Pertimbangan 60 Pertimbang
pertimbangan lJ' Hukum Menit | an Hukum
hukum dan e- | I - Putusan dan
doc kedalam L SIPP e-doc
SIPP putusan
lengkap
15 [Menerima + Berkas Perkara Tanda terima
berkas dan Putusan 15 Minutasi
minutasi dari + Ceklist menit
Panitera - Buku Ekspedisi
Pengganti

Halaman 2 dari 3



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud K ; Persyaratan/ Waktu | Output
prsp_| S | PP | pidana | Hukum | Panitera | Hakim | KPN | oo/ ok apan
16 | Input data di SIPP - Berkas 20 Data
dan mencatat perkara dan Menit | terinput
kedalam register Putusan didalam
- Register SIPP dan
- SIPP tercatat
- ATK dalam
register
17 Menyerahkan v - Berkas 20 BA
berkas in active perkara dan menit | penyeraha
ke Kepaniteraan Putusan n berkas
Hukum - Softcopy arsip
BA dan
Putusan
- ATK
- Register
- SIPP




Ws-u9/ 997

No.SOP 1 01 01.3/11/2021
Tgl.
Pembuatan 12 Desember 2018
Tgl. Revisi | -
MAHKAMAH AGUNG R.I. .
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II | Tgl. Efektif § 11 November 2021
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Disahkan Wakil Ketua
Kabupaten Sarolangun Oleh Pengadilan Negeri
Sarolangun
/\;va/
DEKA DIANA

13. SOP PROSES PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH
PENYIDIK DAN PU PASAL 29 AYAT (2) DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN

AYAT (3)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

8

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1
2. SMU Sederajat

KE

TERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. K
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 3 Pqn:puter
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak ' nn‘er

4. Register Penahanan
PERINGATAN/PENCATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku K

No Aktivitas Petugas Staf Panmud Panitera KPN/ Persyaratan/ Waktu Output et.

PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
1 | Menerima Permohonan Tanda
Tidak 10 ;
permohonan ( )4- 2%?( lampirannya et Terima

2 | Meneliti Permaohonan Permohonan
kelengkapan ) dan lampiranya lengkap
permohonan Ya :\? Tanda terima 5

ermohonan :
Cekist menk
kelengkapan
berkas

3 | Membuat Pemohonan Konsep
Penetapan lengkap Penetapan
perpanjangan Ehﬂ—m ATK 15
penahanan menit

4 | Mengoreksi Ya| o Tidak Konsep Penetapan
dan memaraf TN penetapan 5 yang sudah
konsep Bk diparaf
penetapan Panmud

Pidana

5 | Koreksidan )\ Penetapan yang Penetapan
Paraf Ya| . sudah  diparaf 5 yang sudah
Penetapan g Panmud Pidana .. | diparaf oleh
perpanjangan v menit Panitera
penahanan

6 | Menandatanga 'J" Penetapan yang Penetapan
ni sudah  diparaf 5 yang sudah
perpanjangan Panmud Pidana | menit | ditanda
penahanan dan Panitera tangan

7 | Mencatat Penetapan yang Tercatat
kedalam Y sudah ditanda kedalam
Register il-'_ tangan 15 | Register
perpanjangan menit
penahanan

8 | Pengiriman Penetapan 10 Tanda bukti
penetapan Buku Ekspedisi Menit | pengiriman
perpanjangan E,
penahanan ]

g | Penyimpanan Berkas Penetapan
arsip permohonan dan 10 perpanjangan
penetapan (_‘b penetapan Menit | Penahanan
perpanjangan perpanjangan tersimpan
penahanan penahanan dalam arsip

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Kabupaten Sarolangun

No.SOP

W5-U9/ 1'-'7‘%

/0T.01.3/11/2021

Tqgl.
Pembuatan

12 Desember 2018

Tgl. Revisi

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il | Tgl. Efektif

11 November 2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Disahkan

Oleh

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Sarolangun

Y

DEKA DIANA

14. SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PU
PASAL 25 AYAT (2)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

8

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMAJSK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. &1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1:
2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Penahanan

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas Panmud KPN/ Persyaratan/
PTSP Staf Pidana | Fanitera | \ipN Perlengkapan | VaKtu QL
1 | Menerima Permchonan Tanda Terima
permohonan ( \e Tidak dan lampirannya 10
e ATK menit
2 | Meneliti Permmohonan Permohonan
keleng:apan Ya] /? $an lampiranya lengkap
permohonan N\ anda terima 5
permohonan menit
Ceklist
kelengkapan
berkas
3 | Membuat Pemohonan Konsep
Penetapan ﬁ‘_ dak lengkap 15 Penetapan
perpanjangan ——TL'LI ATK menit
penahanan
4 | Mengoreksi ik Konsep Penetapan yang
dan memaraf Yal o " penetapan 5 sudah diparaf
konsep N I menit | Panmud Pidana
penetapan
S | Koreksidan Penetapan yang Penetapan yang
Paraf y sudah  diparaf 5 sudah diparaf
Penetapan a5 Panmud Pidana dieni Panitera
perpanjangan
penahanan
6 | Menandatanga Penetapan yang Penetapan yang
ni sudah  diparaf 5 sudah ditanda
perpanjangan Panmud Pidana | menit | tangani
penahanan dan Panitera
7 | Mencatat Penetapan yang Tercatat kedalam
kedalam L'l sudah ditanda Register
Register I tangani 15
perpanjangan menit
penahanan
8 | Pengiriman v Penetapan Tanda bukti
penetapan Ej Buku Ekspedisi 10 pengiriman
perpanjangan -
penahanan Menit
9 | Penyimpanan Berkas Arsip
arsip r permohonan dan 10 perpanjangan
penetapan ( ) penetapan Menit penahanan
perpanjangan perpanjangan tersimpan
penahanan penahanan

Halaman 2 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.I.

Kabupaten Sarolangun

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

W5-U9/ 19324
No.SOP | /o7 01.3/11/2021
Tgl.
Pembuatan 12 Desember 2018
Tgl. Revisi | -
Tgl. Efektif § 11 November 2021
Disahkan Wakil Ketua
Oleh Pengadilan Negeri
Sarolangun
W
DEKA DIANA

15. SOP PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN BESUK

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

9

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Hukum Acara Pidana

Peratruran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
032/KMA/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Tugas
dan Adminstrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HM0O2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

tentang

Tentang

1. 82 Hukum
2. S1 Hukum
3. SMU Sederajat

KE

TERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Penyelesaian Perkara Pidana
SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. SIPP

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat




Pelaksanaan Mutu Baku
Staf kepa- Panitera
No Aktivitas
niteraan Muda Majelis
Pgﬁf"gss Pidana / Pidana/ | Panitera | Hakim/ :::g‘ar:;ar;; Waktu Output
Tipikor/ | Tipikor/ Hakim gxap
Perikanan | Perikanan
1 Menerima surat Permohonan Pemohonan Pemohonan
izin besuk dari Pemohon ( }— Izin besuk 5 izin besuk
marik lengkap
2 | Membuat izin besuk ATK Konsep surat
, Data SIPP Izin besuk
Pemohonan
[ Tidak
I| g izin besuk m‘le?ﬁt
3 | Mengoreksi dan memberikan Konsep surat Surat izin
paraf Ya / Izin besuk 10 besuk yang
';\ Menit | sudah diparaf
4 | Penandatanganan Penetapan Permohonan Penetapan
izin besuk ATK Izin besuk
> - Surat izin 5 yang sudah di
besuk yang menit | tandatangani
sudah diparaf
§ | Menyerahkan Penetapan izin - Penetapan Tanda terima
besuk kepada Pemohon Izin besuk penyerahan
< yang sudah di 5 surat izin
tandatangani | menit | besuk kepada
- Buku pemohon
Ekspedisi

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.l.

Kabupaten Sarolangun

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

W5-U9/ (779
No.SOP [ 01 01.3/11/2021
Tgl.
Bariblistan 12 Desember 2018
Tgl. Revisi | -
Tgl. Efektif § 11 November 2021
Disahkan Wakil Ketua
Oleh Pengadilan Negeri
Sarolangun
A
DEKA DIANA

16. SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PEPANJANGAN PENAGANAN KE
PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

9

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Hukum Acara Pidana

Peratruran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
032/KMA/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Tugas
dan Adminstrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

Tentang

1. S1 Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa Dewasa

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register Penahanan

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas PP Panmud Panitera Hakim KPN/ Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Pidana WHKPN Perlengkapan
1 | Membuat - Berkas perkara Konsep
permohonan Tidak - Penetapan permohonan
perpanjangan 1 _JL: penahanan perpanjangan
penahanan ke Majelis Hakim dari Ketua
PT melalui KPN - Penetepan 10 Majelis
perpanjangan menit
penahanan aleh
KPN
- Buku Ekspedisi
- ATK
2 | Mengoreksi - Konsep Permohonan
konsep Ya . permohonan perpanjangan
permohonan '\/ perpanjangan 10 dari Ketua
perpanjangan berserta berkas | menit | Majelis
dan memberi perkara
paraf
3 | Menandatangani - surat surat
surat ¥ permohonan permohonan
permohonan r_ l perpanjangan 10 perpanjangan
perpanjangan penahanan yang it penahanan
penahanan ke sudah diparaf man yang sudah
PT. ditandatangani
4 | Membuat surat y - Pemohonan Konsep surat
pengantar :] perpanjangan 10 | permohonan
permohonan ke - berkas perkara Menit | ke PT.
PT
5 | Penandatangan - Konsep surat Konsep surat
an surat » permohonan permohonan
pengantar ke PT perpanjangan 10 perpanjangan
penahanan Menit | penahanan
yang sudah
diparaf
6 | Pengiriman - Pemohonan Tanda bukti
surat perpanjangan pengiriman
permohonan penahanan
perpanjangan j - Buku Ekspedisi 10
penahanan ke Menit
Pengadilan
Tinggi
7 | Penyimpanan - Surat Arsip surat
arsip surat s permohonan permohonan
permchonan @ perpanjangan 10 perpanjangan
perpanjangan penahanan Menit | penahanan
penahanan ke pertinggal tersimpan

PT.
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17. SOP PENANGGUHAN PENAHANAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Buku Il MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. 52 Hukum
2. S1 Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Pengeleclaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. SIPP

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Formulir ljin Bantar




No

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas

Panitera

Panmud

Panitera

Persyaratan /

PTSP Pengganti Pildana Hakim Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima surat Permohonan Pemohonan permohonar
Penangguhan Penahanan dari ‘ | Tidak Penangguhan penangguha
Pemohon _J Penahanan 5 penahanan
Surat Kuasa jika :
ada menit
2 Meneliti kelengkapan permohonan I} Permohonan permohonan
penangguhan penahanan Ya > penangguhan 10 penangguha
AN penahanan menit | Penahanan
- Berkas perkara lengkap
3 | Memeriksa dan - berkas perkara Persetujuan
mempertimbangkan permohonan - Surat permohonan 30 atau
penangguhan penahanan + kelengkapan Menit | penolakan
persyaratan
4 | Membuat konsep penetapan : L ATK Konsep
penangguhan penahanan y - berkas perkara penetapan
1 - surat permaohonan 10 penangguhal
yang sudah ot penahanan
disetujui
5 Menandatangani penetapan Konsep penetapan
penangguhan penahanan y penetapan penangguhar
j penangguhan 5 penahanan
penahanan menlt
6 | Membacakan penetapan - penetapan Salinan
penangguhan penahanan Y penangguhan Penetapan
r_| | penahanan 30 penangguhan
menit | penahanan
7 | Menerima uang jaminan . - Uang jaminan BA
penangguhan penahanan (jika H - penetapan 10 penerimaan
ada) I—_l penangguhan menit | Yang jaminan
penahanan penangguhan
penahanan
8 | Penyimpanan arsip penetapan y - Berkas Arsip
penangguhan penahanan ( ) permohonan  dan 10 penangguhan
penetapan Menit penahanan
penangguhan tersimpan
penahanan
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18. SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUUAN
PENGGELEDAHAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IVI2007 tentang Pemberlakuan Buku
|ltentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan
Surat Keputusan Ketua
Nomor026/KMA/SK/11/2012
PelayananPeradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan standar
Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor
77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain
terkait

Mahkamah Agung
tentang  Standar

yang

1. S1 Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

5. Alat Tulis Kantor (ATK)

6. Komputer

7. Printer

8. Register ljin/Persetujuan Penggeledahan

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Register ljin/Persetujuan Penggeledahan




Pelaksana Mutu Baku
Panmud
No Aktivitas Petugas Pidana/ KPN/ Persyaratan/
PTSP Staf Tipikor / Panitera WKPN Perlengkapan Waksi Output
Perikanan
1 | Penerimaan Tidak_ -Permohonan Tanda
Pemmohonan 2 dan lampirannya 5 terima
fjin/persetujuan C) menit | Permohonan
Penggeledahan
2 | Meneliti -Pemrmohonan Pemmohonan
kelengkapan Ya W > dan lampiranya lengkap
permohonan TN -Tanda terima 10
permohonan TGk
-Ceklist
kelengkapan
berkas
3 | Membuat -Permohenan Kansep
Penetapan ijin < lengkap Penetapan
penggeledahan E_ T T -ATK m:] it
4 | Mengoreksi -Konsep Penetapan
dan memaraf Ya > < Tidak penetapan 10 | yang sudah
konsep TN ‘ menit | diparaf oleh
penetapan Panitera
Muda
5 | Koreksi dan -Penetapan yang Penetapan
Paraf Ya sudah diparaf 5 yang sudah
Penetapan NS oleh Panitera .| diparaf oleh
ijin/persetujuan Muda menk Panitera
Penggeledahan
6 | Menanda -Penetapan yang Penetapan
tangani sudah diparaf 5 yang sudah
ijin/persetujuan I'-" oleh Panitera o ditanda
Penggeledahan | I Muda dan tangani
Panitera
7 | Mencatat -Penetapan yang Tercatat
kedalam L[ sudah ditanda kedalam
Register tangani 15 Register
ijin/persetujuan menit
Penggeledahan
8 | Pengiriman -Penetapan Tanda bukti
penetapan 4 -Buku Ekspedisi 10 pengiriman
ijin/persetujuan E Menit
Penggeledahan
9 | Penyimpanan -Berkas Arsip ijin /
arsip A 4 permohonan 10 [persetujuan
penetapan ( ) dan penetapan Menit [Penggeledahan
ijin/persetujuan ijin / persetujuan }lersimpan
Penggeledahan Penggeledahan
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19. SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan pidana Anak

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Perdoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

7. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1 Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Register Diversi

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Permohonan Diversi




. Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas Panmud Persyaratan/
PTSP Staf Pidana Panitera KPN Perlengkapan Waktu Output
1 | Penerimaan - Pemohonan Tanda
Pemmohanan ( Y Tk Penetapan 5 | Terima dan
Penetapan - Diversi menit Permohanan
Diversi - kesepakatan Pen.diversi
Diversi
2 | Mengoreksi - Permohonan Berkas
Kelengkapan Ya N Penetapan 15 permohonan
permohonan '\ Diversi mankt Diversi
diversi - kesepakatan lengkap
Diversi
3 | Pembuatan - ATK Konsep
Penetapan ELI - Berkas 20 Penetapan
Diversi L permohonan menit
Diversi
4 | Koreksidan o\ o | Tidak - Konsep Konsep
paraf p: penetapan penetapan
Penetapan ' - Berkas 30 yang sudah
Diversi permohonan Menit | diparaf
Panmud
Pidana
4 | Koreksidan Ya - Konsep Konsep
paraf > penetapan Penetapan
Penetapan '\ yang sudah yang sudah
Diversi diparaf 30 diparaf
Panmud menit | Panitera
Pidana
- Berkas
permohonan
5 | Penandatangan - Konsep Penetapan
an penetapan . Penetapan Diversi
Diversi yang sudah
diparaf 10
Panmud :
Pidana dan | MMt
Panitera
- Berkas
permohonan
6 | Inputdatadi - Penetapan Data terinput
SIPP dan 4 Diversi dalam SIPP
pencatatan ] - Berkas 30 dan tercatat
kedalam permohonan menit | dalam
Register Diversi - SIPP register
-_Register
7 | Pengiriman - Penetapan Tanda bukti
penetapan - Buku pengiriman
Diversi kepada | I Ekspedisi 10
Pemohon Menit
8 | Penyimpanan I - Berkas Arsip Diversi
arsip d permochonan 10 tersimpan
penetapan dan Menit
Diversi penetapan
Diversi
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20. SOP IJIN PEMBANTARAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang pembantaran (stuiting)

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IVI2007 tentang Pemberlakuan Buku Il
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2 Hukum
2. S1 Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
SOP Pengelelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Register Penahanan




Pelaksanaan

Mutu Baku

Panmud Panitera
No Aktivitas Petugas Panitera Pidana/ HAKIM Persyaratan/ Waktu Output
PTSP Pengganti { Tipikor/ Perlengkapan
Perikanan
1 Menerima surat -Surat Tanda terima
pemberitahuan rawat inap ( )¢ Tidak pemberitahuan surat
terdakwa di rumah sakit S dari Rutan pemberitahuan
-Surat 10 |dan surat
keterangan menit |keterangan
rumah sakit rumah sakit
2 Meneliti kelengkapan -Surat Surat
pembantaran Ya e > pemberitahuan pemberitahuan
N dari Rutan lengkap
-Surat 10
keterangan :
rumah sgakit e
3 Memeriksa dan -berkas perkara Menyetujui
mempertimbangkan -Surat pembantaran
pembantaran pemberitahuan
dari rutan 30
-Surat Menit
Keterangan
rumah sakit
4 Membuat konsep penetapan -berkas perkara Konsep
pembantaran - -Surat penetapan
| pemberitahuan pembantaran
| | dari rutan 30
-Surat menit
Keterangan
rumah sakit
-ATK
5 Menandatangani penetapan y Konsep penetapan
pembantaran penetapan 10  |pembantaran
pembantaran menit
6 Menyerahkan penetapan v -penetapan Tanda bukti
pembantaran pembantaran 5 penyerahan
( ) -Buku Ekspedisi menit
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21. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku Il
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

7. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2 Hukum
2. S1 Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara
Pidana

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana

3. SOP Pengelelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. SIPP

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

1. Berkas Perkara
2. Buku Register Banding
3. Peralatan Kantor




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Jurusita/ Panmud . Persyaratan/ Waktu | Output Ke
PTSgP Staf JSP Pidana Paritars Perlengkapan
1 Menerima dan memeriksa - Buku register 5 Diterimanya
permohonan pencabutan - - Berkas menit | permohonann
banding < 7 perkara pencabutan
- Computer banding dari
- Surat pemohon
permohonan
- ATK
2 Meneliti pernyataan - Permohonan 30 Persyaratan
permohonan pencabutan TS - Surat Kuasa menit | permohonan
banding jika ada pencabutan
- SIPP banding
lengkap
3 Membuat konsep akta - Akta banding 10 Konsep akta
pencabutan pernyataan 4 permohonan menit | pencabutan
banding pencabutan pernyataan
banding banding
lengkap
- ATK
4 Koreksi dan paraf akta - Akta banding 5 Konsep akta
pencabutan pernhyataan = <> - Konsep akta menit | pencabutan
banding = pencabutan pernyataan
pernyataan banding sudah
banding di paraf
- ATK
5 Penandatanganan akta Konsep akta 5 Akta
pencabutan pernyataan pencabutan menit | pencabutan
banding yang telah pernyataan pernyataan
ditandatangani pemohon banding sudah banding yang
diparaf sudah
ditandatangani
6 Menyerahkan akta - Buku 5 Tanda bukti
pernyataan pencabutan ekspedisi menit | pengiriman
permohonan banding dan - Akta
mencatat pada register pencabutan
induk pidana dan register pernyataan
permochonan banding banding yang
sudah
ditandatanga
ni
- ATK
7 Pemberitahuan pencabutan - Akta Q0 Tanda bukti
permohonan banding pencabutan menit | pemberitahuan
kepada Termohon banding permohonan
banding
8 Mengirim akta pernyataan - Buku 120 Tanda bukti
pencabutan permohonan ekspedisi menit | pengiriman
banding ke Pengadilan - Akta
Tinggi pencabutan
pernyataan
banding yang
sudah
ditandatanga
ni
- ATK
9 | Menginput pencabutan Y - Akta 10 Data terinput
pernyataan banding pencabutan menit | ke dalam SIPP
kedalam SIPP dan pernyataan dan tercatat
mencatat dalam register banding kedalam
- SIPP register
- Register
- ATK
10 | Mengarsipkan akta - Aakta 10 Arsip
pernyataan pencabutan O pencabutan menit | tersimpan
permohonan banding pernyataan
banding
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22. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 14 tahu 2010 tentang Dokumen
Elekteronik sebagai kelengkapan permohonan
kasasi/PK

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
[[tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
AdministrasiPeradilan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyeesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2 Hukum
2. S1 Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara Pidana
SOP Pengelelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

1. Berkas Perkara

2. Buku Register Kasasi

3. Peralatan Kantor




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf Jurusita/ | Panmud Panitera Persyaratan/ Waktu | Output Ket
PTSP kepaniteraan JSP Pidana Perlengkapan
1 Menerima dan - Buku register 5 Diterimanya
memeriksa - Berkas menit | permohonann
permohonan O" perkara pencabutan
pencabutan kasasi - Computer Kasasi dari
- Surat pemohon
permohonan
- ATK
2 Meneliti pernyataan - Permohonan 30 Persyaratan
permohonan b - Surat Kuasa menit | permohonan
pencabutan kasasi jika ada pencabutan
- SIPP kasasi lengkap
3 Membuat konsep - Akta Kasasi 10 Konsep akta
akta pencabutan permochonan menit | pencabutan
pernyataan kasasi P pencabutan pernyataan
- kasasi kasasi
lengkap
- ATK
4 Koreksi dan paraf - Akta kasasi 5 Konsep akta
akta pencabutan . <> - Konsep akta menit | pencabutan
pernhyataan kasasi v pencabutan pernyataan
pernyataan kasasi sudah
kasasi di paraf
- ATK
5 Penandatanganan Konsep akta 5 Akta
akta pencabutan pencabutan menit | pencabutan
pernyataan kasasi pernyataan pernyataan
bersama pemohon kasasi sudah kasasi yang
diparaf sudah
ditandatangani
6 Menyerahkan akta -Buku 120
pernyataan ekspedisi menit
perncabutan < -Akta
permohonan kassi oencabutan
ke pemohon pernyataan
kasasi yang
sudah di
tandatangani
-ATK
7 Pemberitahuan - Akta 90 Tanda bukti
pencabutan pencabutan menit | pemberitahuan
permohonan kasssi permohonan
kepada Termohon kasasi
kasasi
8 Mengirim akta - Buku 120 Tanda bukti
pernyataan < ekspedisi menit | pengiriman
pencabutan - Akta
permohonan kasasi pencabutan
ke Pengadilan pernyataan
Mahkamah Agung kasasi yang
sudah
ditandatanga
ni
- ATK
9 Menginput Y - Akta 10 Data terinput
pencabutan pencabutan menit | ke dalam SIPP
pernyataan kasasi pernyataan dan tercatat
kedalam SIPP dan kasasi kedalam
mencatat dalam - SIPP register
register - Register
- ATK
10 | Mengarsipkan akta - Aakta 10 Arsip
pernyataan P O pencabutan menit | tersimpan
pencabutan pernyataan
permohonan kasasi kasasi
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23. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen
elektronik sebagai kelengkapan permohonan
Peninjauan Kembali/PK

Surat Keputusan  Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2 Hukum
2. 81 Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.

2.

SOP Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali
Perkara Pidana

SOP Pengelelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer
4. Register Perkara

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara, Buku Register Peninjauan
Kembali dan Peralatan Komputer




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf Jurusita/ Panmud Bl Persyaratan/ Waktu | Output Ket
PTSP kepaniteraan JSP Pidana Perlengkapan
1 Menerima dan - Buku register 5 Diterimanya
memeriksa - Berkas perkara menit | permohonann
permohonan < > - Computer pencabutan
pencabutan PK - Surat PK dari
permohonan pemohon
- ATK
2 Meneliti pernyataan j - Permohonan 30 Persyaratan
permohonan - Surat Kuasa menit | permohonan
pencabutan PK jika ada pencabutan
- SIPP PK lengkap
3 Membuat konsep akta - Akta PK 10 Konsep akta
pencabutan permohonan menit | pencabutan
pernyataan PK 3 pencabutan PK pernyataan PK
. lengkap
- ATK
4 Koreksi dan paraf akta - Akta PK 5 Konsep akta
pencabutan . <> - Konsep akta menit | pencabutan
pernhyataan PK - pencabutan pernyataan PK
pernyataan sudah di paraf
banding
- ATK
5 Penandatanganan akta Konsep akta 5 Akta
pencabutan pencabutan menit | pencabutan
pernyataan PK pernyataan PK pernyataan PK
bersama pemohon sudah diparaf yang sudah
ditandatangani
6 Menyerahkan akta - Buku ekspedisi 5 Tanda bukti
pernyataan - Akta menit | penyerahan
perncabutan pencabutan PK
permohonan PK ke yang sudah
pemohon ditadandatanga
ni
- ATK
7 Pemberitahuan - Akta 90 Tanda bukti
pencabutan pencabutan menit | pemberitahuan
permohonan PK permohonan
kepada Termohon PK PK
8 Mengirim akta - Buku ekspedisi 120 Tanda bukti
pernyataan P - Akta menit | pengiriman
pencabutan « pencabutan
permohonan PK ke pernyataan PK
Pengadilan Mahkamah yang sudah
Agung ditandatangani
- ATK
9 Menginput pencabutan - Akta 10 Data terinput
pernyataan PK pencabutan menit | ke dalam SIPP
kedalam SIPP dan pernyataan PK dan tercatat
mencatat dalam v - SIPP kedalam
register - Register register
- ATK
10 | Mengarsipkan akta - Akta 10 Arsip
pernyataan o pencabutan menit | tersimpan
pencabutan pernyataan PK

permohonan PK
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24. SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN PENYIDIK

DA

SAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

9

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KE

TERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Perkara Pidana

PE

RINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Aktivitas Petugas Staf Panmud Panitera KPN/ Persyaratan/ Waktu Output
PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
1 | Menerima Tidak Pemohonan i0 Tanda
permchonan ( _}\4 i?l'r;( lampirannya menit Terima
2 | Meneliti Permohonan Permohonan
kelengkapan dan lampiranya lengkap
permohonan Ya - > Tanda terima 5
L permohonan y
K Cexklist menit
kelengkapan
berkas
3 | Membuat Pemohonan Konsep
Penetapan EE"— Tidak lengkap 15 | Penetapan
ijin/persetujuan ATK menit
penyitaan
4 | Mengoreksi Konsep Penetapan
dan memaraf Ya .h)> penetapan 5 yang sudah
konsep TN menit | diparaf
penetapan
5 | Koreksidan Penetapan yang Penetapan
Paraf »I1 sudah diparaf 5 yang sudah
Penetapan  — gt diparaf
ijin/persetujuan
penyitaan
6 | Menanda Penetapan yang Penetapan
tangani sudah diparaf 5 yang sudah
ijinfpersetujuan menit | ditanda
penyitaan tangan
7 | Mencatat Penetapan yang Tercatat
kedalam . sudah ditanda 15 kedalam
Register d tangan i Register
ijin/persetujuan
penyitaan
8 | Pengiriman v Penetapan Tanda bukti
penetapan Ej Buku Ekspedisi pengiriman
ijin!pgrselujuan 10
penyitaan Menit
9 | Penyimpanan Berkas Arsip
arsip A 4 permohonan dan ijin/persetujuan
penetapan ( ) penetapan 10 penyitaan
ijin/persetujuan ijin/persetujuan Menit | tersimpan
penyitaan penyitaan

Halaman 2 dari 2
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25. SOP PERMOHONAN PERALIHAN/PENANGGUHAN PENAHANAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

2.

9

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat Keputusan  Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1981 Tentang

1. S2 Hukum
2. S1 Hukum
3. SMU Sederajat

KE

TERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana
SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Formulir

4. SIPP

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat




Pelaksanaan

Mutu Baku

Panitera
Muda Majelis
No Aktivitas Petugas Panitera : Persyaratan /
PTSP Pengganti ;::ﬁ:;: Fanlorn l:?a';:imm’ Perlengkapan Wekin Qutput
Perikanan
1 Menerima surat Permohonan -Pemmchonan Pemmohonan
peralihan/penangguhan ‘ } Peralihan/pena peratihan/
penahanan ngguhan 5 penangguhan
penahanan menit penahanan
lengkap
2 | Meneruskan surat permohonan -ATK Konsep surat
peralihan/penangguhan -Data SIPP Peralihan/pen
penahanan Tidak | -Pemahonan angguhan
peralihan/pena 10 penahanan
ngguhan y
penahanan men
3 | Membuat izin Konsep surat Surat
peralihan/penangguhan \\ Peralihan/pena peralihan/
penahanan < <112 ngguhan 10 penangguhan
/‘ penahanan Menit | penahanan
yang sudah
diparaf
4 | Penandatanganan dan -Pemohonan Surat
pembacaan Penetapan -ATK Peralihan/
peralihan/penangguhan - Surat peralihan/ 5 penangguhan
penahanan penangguhan menit penahanan
> penahanan yang sudah di
yang sudah tandatangani
diparaf
5 | Menyerahkan Penetapan -Penetapan Tanda terima
peralihan/penangguhan D Peralihan/ penyerahan
penahanan kepada Pemochon < penangguhan surat
penahanan 5 peralihan/
yang sudah di menit | penangguhan
tandatangani penahanan
-Buku Ekspedisi kepada
pemohan

Halaman 2 dari 2
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26. SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (stuiting)

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat Keputusan  Direktur Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2 Hukum
2. S1 Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana
SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berita acara persidangan




No

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas
PTSP

Panitera
Pengganti

Panmud

Pidana /

Tipikor/
Perikanan

Panitera

Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Output

Menerima surat permohonan
pinjam pakai barang bukti

( ) < Tidak

-Surat
permohonan
-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa
-Bukti identitas
pemohon

10
menit

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan
permohonan pinjam pakai
barang bukti

Ya

/\
V

-Surat
permohonan
-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa
-Bukti identitas
pemohon

20
menit

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan
mempertimbangkan
permohonan pinjam pakai
barang bukti

-berkas perkara
-Surat
permohonan
-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa
-Bukti identitas
pemohon

30
Menit

Menyetujui
pinjam pakai
barang bukti

Membuat konsep penetapan
pinjam pakai barang bukti

-berkas perkara
-Surat
permohonan
-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa
-Bukti identitas
pemohon

- ATK

60
menit

Konsep
penetapan
pinjam pakai
barang bukti

Menandatangani penetapan
pinjam pakai barang bukti

-Konsep
penetapan
pinjam pakai
barang bukti

10
menit

penetapan
pinjam pakai
barang bukti

Pengiriman tembusan
penetapan pinjam pakai
barang bukti kepada penuntut
umum

-Surat pengantar
penetapan dan
pinjam pakai
barang bukti

30
Menit

Tanda
terima

Menyerahkan penetapan
pinjam pakai barang bukti

-Penetapan
pinjam pakai
barang bukti

-Ekspedisi

Menit

Tanda
terima

Halaman 2 dari 2
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27. SOP IJIN BEROBAT

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1.

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (stuiting)

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
[tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2 Hukum
2. S1 Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana
SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berita acara persidangan




No

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas
PTSP

Panitera
Pengganti

Panmud

Pidana/

Tipikor/
Perikanan

Panitera

HAKIM

Persyaratan /
Perlengkapan

Waktu

Qutput

Menerima surat penrmohonan
ijin berobat

Tidak

D

)
-

- Surat
permchonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

10
menit

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan
permohonan ijin berobat

Ya

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

10
menit

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan
mempertimbangkan
permohonan ijin berobat

-berkas perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemachon
kuasa hukum
terdakwa

30
Menit

Menyetujui
ijin berobat

Membuat konsep penetapan
ijin berobat

- berkas perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

- ATK

60
menit

Konsep
penetapan
ijin berobat

Menandatangani penetapan
ijin berobat

-Konsep
penetapan ijin
berobat

10
menit

penetapan
ijin berobat

Pengiriman tembusan
penetapan ijin berobat
kepada penuntut umum

- Surat
pengantar
penetapan ijin
berobat

i}
Menit

Tanda
terima

Menyerahkan penetapan ijin
berobat

- Penetapan ijin
berobat
- Ekspedisi

Menit

Tanda
terima

Halaman 2 dari 2
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W5-U9/ (392

nosor /0T.01.3/11/2021
Tgl.

Pembuatan 12 Desember 2018
Tgl. Revisi | -

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il | Tgl. Efektif

11 November 2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Disahkan

Oleh

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Sarolangun

O

DEKA DIANA

28. SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana
Pemilu

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku
|tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
PelayananPeradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
ProsedurAdministrasi Pemerintahan

Surat  Keputusan Direktur  Jenderal Badan
PeradilanUmum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.
2.

SOP Penahanan
SOP Permohonan ljin Pembantaran

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer
3. Printer

4. Register Perkara Pidana Biasa

PERINGATAN/PENCATATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapat

Berkas Perkara Pidana Biasa




| Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud | Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf PP Pidana | Hukum Panitera|Hakim| KPN Perlengkapan Waktu Output
1 Penerimaan Berkas perkara t Berkas
berkas Checklist diterima/
perkara H idak kelengkapan Ekspedisi
berkas t Cheklist yang
Tanda bukti sudah
pelimpahan 10 ditandatangani
perkara menit | petugas
Penyelesaian
paling lama 7
(tujuh) hari
kerja sejak
pelimpahan
2 | Meneliti Va Berkas Perkara Berkas
kelengkapan Ya > Cek List Lengkap/tidak
berkas kelengkapan 10 lengkap
perkara, berkas menit | tanda terima
termasuk pelimpahan
Barang Bukti berkas
3 | Input data Berkas perkara Berkas
SIPP dan Komputer diterima dan
Penomoran < Koneksi LAN 30 diberikan
perkara, SIPP menit | nomor perkara
pencatatan Buku register
dalam_register induk
4 | Menyerahkan Berkas Perkara Ekspedisi
berkas » 5
perkara yang W menit
sudah lengkap
5 | Penunjukan IJ Berkas perkara Penetapan
Maijelis Hakim Ij SIPP 20 penunjukan
Hakim Khusus menit | Majelis/Hakim
Pemilu
6 | Penunjukan Y Berkas perkara penunjukan
Panitera T"I | SIPP s |PP :
Pengganti it
(PP) men
7 | Pencatatan L Berkas perkara Register
penunjukan E] Penetapan 5 Manual
Hakim dan PP penunjukan Pl
ke dalam Buku Hakim dan PP.
Register
8 | Penyerahan Berkas perkara Ekspedisi
berkas perkara Penetapan
kepada Majelis 5
F[ak:rn untuk v wiatit
dibuat -
Penetapan hari I |
sidang
9 | Pembuatan v Berkas Penetapan
Penetapan D SIPP penahanan
hari sidang 10 Dan
dan Menit | Penetapan
penahanan Hari Sidang
jika ada Pertama
10 | Menerima 1LI Pen. Ekspedisi
berkas Penahanan
perkara dari L‘ dan Hari
Hakim dan Sidang
mengirim
penetapan 5
kepada staf menit
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk
11 | Proses Berkas Perkara 5 - BA Sidang
persidangan Hari | Putusan
Kerja
12 | Penyusunan " Berkas Perkara BA yang BA harus
BA E] Konsep BA sudah ditanda |selesai
120 tangani oleh sebelum
Menit | Hakim dan PP |sidang
berikut
nya
13 | Menyerahkan v Berkas perkara Tanda terima
BA lengkap D BA lengkap penyerahan
untuk Ekspedisi 10 berkas
penyusunan penyerahan :
Putusan berkas Mgt
14 | Sidang IJ Berkas Perkara Putusan yang
pengucapan Putusan 120 sudah ditanda
putusan Menit | tangani
Majelis
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petuga Panmud | Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSIg Staf | PP | pigana | Hukum [ 2MteT@ Hakim| KPN R agkapan, | Yk Output
15 | Pembuatan Berkas Perkara Petikan
petikan Putusan 10 Putusan
putusan Menit
16 | Penyampaian Petikan - Ekspedisi Petikan
petikan dan Putusan Siap - Tanda terima |Putusan
salinan dikirim penyampaian (diserah
putusan kpd 120 petikan/ kan
Penyidik, JPU, ,% Menit salinan seketika
Terdakwa, . setelah
KPU/KPUD penguca
dan Lapas pan
putusan
17 | Menyerahkan 4 Berkas perkara Tanda terima
berkas 2 Cheklist - penyerahan
perkara / L[ kelengkapan Menit berkas
Minutasi berkas
Buku Ekspedisi
18 | Menginput A Putusan 30 Amar dan
amar dan I SIPP Menit |tanggal putusan
tanggal lengkap
putusan
kedalam SIPP
19 | Menginput Pertimbangan | 60 Pertimbangan
pertimbangan ) Hukum Menit |Hukum dan
hukum dan e- t Putusan e-doc putusan
doc kedalam SIPP lengkap
SIPP
20 | Menginput SIPP Data terinput ki
tanggal E Buku Register sipp dan
g'l[lgulisi pada 10 tercatat di
P dan : register manual
dicatat dalam Menit | 9
register
manual
21 | Menyerahkan Berkas Perkara -BA Penyerahan
berkas ke :‘E : yang  sudah 1o | berkas
Panmud Berkekuatan it Arsip perkara
Hukum Hukumn tetap Ll
Cheklist

Halaman 3 dari 3




NOMOR SOP W5~U9/{933 /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN | 01 Desember 2016

TGL. REVISI 12 November 2021
TGL. EFEKTIF 15 November 2021
MAHKAMAH AGUNG R.L DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGER!I SAROLANGUN KELAS 11 SARCLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang &

Kabupaten Sarolangun /&7

DEKA DIANA

NAMA SOP SOP PENERIMAAN PERKARA GUGATAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA -

1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) | 1. S1-Hukum
Tentang Reglemen Indonesia Yang ODiperbaharui | 5 p3
(R.I.B); )

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 3. SMA Sederajat
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada MA dan
Badan Peradilan di Bawahnya ;

4. Keputusan KMA Rl No. 032/KMA/SK/V/2006
Tentang Pemberiakuan Buku I Pedoman
Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan ;

5. Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 03 Tahun 2012
Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara Dan Pengelolzannya Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya ;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan ;

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 01 Tahun 2016
TentangProsedur Mediasi di Pengadilan ;

8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 02
Tahun 2014 Teniang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan ;

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Dibawahnya ;

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum 4. Buku Register Induk Perkata

Banding 5' PC/La = A

; ; ptop, Printer dan Jaringan Intemet
2. ﬁg)spa;enyelesalan Perkara Perdata Upaya Hukum 6. Alal Tulis Kantor (ATK).
7. Formulir Checklist.

3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum 8  Bukuy ref  dan ekspedisi

PeninjauanKembali | TuurEmEnmEn e ]
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara

perdatagugatan akan terhambat 1. Buku Register induk Perkara Perdata Gugatan

2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Gugatan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu baku
Per
;o 5 : % " o syaratan/
No Aktivitas Petugas | Meja | Meja | Mej [Panmud .| JSI Pani | Majelis KPN P Waktu | Outou
PTSPI | | I a |Perdata| X3S | ysp | PP | tera | Hakim et P
Admin 1 I
e court
Menerima/ Kelengka | 30 Dite
memeriksa pan Menit ma n
berkas [:] berkas berke
1 perkara perka
melalui e-
court
Melengkapi Gugatan, |15 menit Berkas
berkas perkara lf-(l_ll_fgl kKl'lI'aAsa Uga‘iﬂ
: -Cou
2 |___l dan BAS inyatak
engkap
Menginput Berkas 30 menit [Gugatan
Perkara gugatan perkara eregiste
ke SIPP/registrer perdata IP_P,
5 perkara gugatan I:l 7 D gister
Mencatat ke = rkara
buku jurnal Fugatan
keuangan kuer:::Lg-
c
Menyerahkan Berkas 10 menit [Berkas
berkas yang perkara diterima
{sudah lengkap perdata KPN
4 |kepada KPN l l
Menetapkan Formulir 60 Penetz
hakim melalui penetapan Menit hakil
SIPP hakim %
: ]
Menetapkan Formulir
panitera v penunjukan 10 Penunj
pengganti PP Menit PP
6 | melalui SIPP | l
Membaca dan o |
mempelajari Berkas 1 Dikuasz
berkas perkara Hari mate
7 [ ]
Menetapkan Formulir 15 Penetz
hari sidang i aﬁesr}(?;an;; Menit harisid
8 | |
Menerima Berkas
berkas gerkara petkara 10 [Jadwals
dari hakim Jr , Menit
9 | yang telah penetap
ditetapkan "““ an hari
sidang
- Formulir Penunj
Menunjuk : 10 :
jurusita v penunjukan Menit jurus
! JSP
10 ]
Melaksanakan Inform
anqailan ‘ Relaas 1 jadw
Eepggapara A panaggilan Hari sidal
11 : bagif
RS J piha




NOMOR SOP : W5-u9/ /0T.01.3/11/2021
—_—

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016
]

TGL. REVISI f : 12 November 2021
[

1GL. EFEKTIF I : 15 November 2021
| WAKILKETUA PENGADILAN NEGERI
‘ SAROLANGUN

MAHKAMAH AGUNG R.|
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I| DISAHKAN OLEH /;_‘,_,_/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /
Kabupaten Sarolangun DEKA DIANA
: SOP KEPANITERAAN PERDATA —
NAMASOR PENERIMAAN BERKAS GUGATAN
HISTORIS PERUBAHAN
IS| PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
1. | Belum menggunakan aplikasi E-court dan sudah menggunakan aplikasi E-court dan 15 November 2021

sistem PTSP

sistem PTSP




NOMOR SOP w5-U9/1994 /0T.01.3/11/2021
TGL. PEMBUATAN November 2021
TGL. REVISI November 2021
TGL. EFEKTIF November 2021
MAHKAMAH AGUNG R.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1l SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun /2,,..7
~ DEKA DIANA
NAMA SOP SOP PENERIMAAN PERKARA GUGATAN
SEDERHANA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA -
1. HIR (Merzien Inlandsch Reglement/S.1841-44) | 1. S1-Hukum
Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui | 5 p3

(R.IB);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada MA dan
Badan Peradilan di Bawahnya ;

Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SKAV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku 1l Pedoman
Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan ;
Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 03 Tahun 2012
Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya ,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan ;

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016
TentangProsedur Mediasi di Pengadilan ;

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Noemor 02
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan ;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Dibawahnya ;

3. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum
Banding
SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum

Kasasi
SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum
PeninjauanKembali

Buku Register Induk Perkara.

PCA apiop, Printer dan Jaringan Intemet
Alat Tulis Kantor (ATK).

Formulir Checklist.

Buku referensi dan ekspedisi.

PN O A

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara
perdatagugatan sederhana akan terhambat

1. Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan Sederhana
2. Buku Juma! Keuangan Perkara Perdatz Gugatan Sederhana

Halaman 1 dari 2




MAHKAMAH AGUNG R.1
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP : W5-U9/

/07.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN | : 01 Desember 2016

TGL. REVIS) : 12 November 202
TGL. EFEXTIF : 15 November 2021
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SARDLANGUN

DISAHKAN OLEH M

DEKA DIANA

: SOP KEPANITERAAN PERDATA -

NAMA SOP PENERIMAAN BERKAS GUGATAN

1 SEDERHANA

HISTORIS PERUBAHAN

IS PERUBAHAN

NO.
DAHULU

SEKARANG

TANGGAL BERLAKU

1. | Belum menggunakan aplikasi E-court dan
sistem PTSP

sudah menggunakan aplikasi E-court dan
sistem PTSP

15 November 2021




MAHKAMAH AGUNG R.I
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

w5-U9/ 1995 /0T.01.3/11/2021

ITGL. PEMBUATAN

November 2021

TGL. REVISI

November 2021

TGL. EFEKTIF

November 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

i

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENERIMAAN PERKARA
PERMOHONAN

DASAR HUKUM :

KUALI FIKASE PELAKSANA -

L

HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1947-44)
Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui
(R1IB);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2009 Tentang Perubzhan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Teniang
Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Tanf PNBP Yang Berlaku Pada MA dan
Badan Peradilan di Bawahnya ;

Keputusan KMA RI No. 032/HMAISKAV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku 1l Pedoman
Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan ;
Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 03 Tahun 2012
Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya ;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan ;

Peraturan Mahkamzh Agung RI No. 01 Tahun 2016
TentangProsedur Mediasi di Pengadilan ;

Surat Edaran Ketua Mahkamsh Agung Rl Nomor 02
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan ;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
002 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Dibawahnya ;

1. Si-Hukum
2. D3

3. SMA Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum
Banding

Buku Register Induk Perkara.
PCA apiop, Printer dan Janngan Infemet

4.

2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum g Alat Tulis Kantor (ATK)

Kasasi ’ : ; :

. 7. Formulir Checklist.

3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum 8. Buku referensi dan ekspedisi

PeninjauanKembali ' ’
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian perkara B’
perdata akan terhambat 1. Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan

2. Buku Jumal Keuangan Perkara Perdata Permohonan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu
baku
No Aktivitas ]
z . 3 : syaratan/
-l Mﬁ‘a el F;.i'::;;‘t': Kasir jss;; PP | P27 | Haki | KPN Per Waktu | Output
g m lengkap
Admin m T
e court
. Diterima
ﬂsg;r;:::fa Kelengka 30 nya
pan Meni perkas
berkas :] berkas t  [perkara
perkara
1 permohon
an melalui
e-court
Melengkapi Permohonan,| 15 menit [Berkas
berkas perkara dan KTP permohon
| I n darie-
2 court
dinyatakar
lengkap
Menginput Berkas 30 menit Permohon
Perkara perkara n teregiste
Permohonan ke perdata di SIPP,
SIPP/reqistrer |:l 5 register
3 |perkara D perkara
Permohonan Permohon
/Mencatat ke n dan jurn;
buku jurnal keuangan
Keuangan
Menyerahkan Berkas 10 menit Berkas
berkas yang perkara diterima
lsudah lengkap perdata oleh KPN
4 [kepada KPN p
Menetapkan Formulir 60 Penetapal
hakim melalui penetapan Menit hakim
SIPP . hakim
’ t_l
Menetapkan Formulir
panitera v penunjukan 10 Penunjuki
pengganti PP Menit n PP
6 | melalui SIPP I I
Membaca dan
mempelajarn Berkas 1 Dikuasai
berkas perkara Hari | nyamater
7 —'n-|
Menetapkan Formulir 15 Penetapa
hari sidang penetap Meni harisidan
y : enit
an sidang
8
Menerima Berkas
berkas perkara perkara,
dari hakim penetap M12|'t J_aéjwal
g | yangtelah v an hari enl sicang
ditetapkan [:“—‘ sidang
Menunjuk Fomjuiir 10 |Penunjuk
jurusita ¥ penunjukan | .o | njurusita
10 1 JSP I:l
Informa
Melaksanakan Relaas 1 si jadwa!
panggilan v anggilan Hari sidan
4 | kepadapara pangg bagig
pihak D e
pihak




Informa
Melak;lanakan Relaas 1 si jadwal
Fanga ATl anggilan | Hari | sidan
» kepada para Lls bagig
Pemohon para
pihak
Relaas 10 Disera
Menyerahkan panggilan e hkan
relaas L. enit nya
12 panagilan }_ Relaa
s
pangagilar
Gugatan,
. jawaban, Putusan,
) 1 replk, |2 mingqu/pemberita
i5 Persidang ’_ l l diilik. el Uan
an bukti putusan
surat,
saksi, PS
Minutasi berkas Berkas 14 _ Minutasi
perkara perkara Han
16
Menyiapkan 60 Salinan
alinan putusan Foto copy Menit putusan
Entuk para pihak
17
Menyerahkan Perkara 20 Berkas
berkas ke Inkracht Menit perkara
panmud hukum
18

Halaman 2 dari 2



MAHKAMAH AGUNG R.I

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS [I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

: W5-U9/

/0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

: 01 Desember 2016

TGL. REVISI

: 12 November 2021

TGL. EFEKTIF

: 15 November 2021

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

=l

DEKA DIANA

: SOP KEPANITERAAN PERDATA -

NAMASOP PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN
HISTORIS PERUBAHAN
I1S| PERUBAHAN
NO. TANGGAL BERLAKU
DAHULU SEKARANG
y i3 Belum menggunakan aplikasi E-court dan sudah menggunakan aplikasi E-court dan 15 November 2021

sistem PTSP

sistem PTSP




MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS Il
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP

W5-U9//4¢ /0T.01.3/11/2021

TGL. PEMBUATAN

11 NOVEMBER 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

12 NOVEMBER 2021

DISAHKAN OLEH

WAK(L KETU\A PENGADILAN NEGERI
3 S‘AI\OLANGUN

DEKA DIANA

NAMA SOP

SOP PENANGANAN DELEGASI MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44)
Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui
(R.I.B.)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004.

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 03 Tahun 2012
Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Keputusan KMA Rl No. 032/KMA/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 02

Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan
Panggilan Dan Pemberitahuan.

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor|
002 Tahun

9. 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional

Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Dibawahnya

1. s1

2. SMA Sederajat

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan 1. PC/Laptop, Printer dan Jaringan Internet
2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan 2. Alat Tulis Kantor (ATK).

3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding

4. SOP Proses Penyelesaian Perkara Perdata Kasasi

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Delegasi
Panggilan/Pemberitahuan (Dari Pengadilan Negeri Lain)
Akan Terhambat

1. Buku induk keuangan perkara perdata.
2. Buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
co Koordinator] . Panmud Persyaratan/ Ket

No Aktivitas Delegasi KPN | Panitera Perdata JSIJSP Perlengkapan Waktu Output
Menerima :

e S Print Out

1. delegam penqlah G 30_ Delegasi
panggilan dari SIPP Menit Masuk
SIPP
Mendisposisi X ; Surat delegasi

2. surat delegasi D D;fsgfks ' Mi?a't yang sudh

; < i
ATK disposisi KPN
; Surat delegasi
Mendisposisi ) D Dn?lla?sgualfl 10 yang sudh
3. | surat delegasi ATK Menit disposisi
Panitera
Menerima surat A ,

4. | delegasi yang = Il Delegalf.l 30

telah dldlsposist masu Menit Disposisi surat
ATK

5. | Menunjuk JS/JSP Meneruskan 10 Surat
surat delegasi Menit penunjukan
eni

ATK JSIJSP

Menerima surat

intah > .

g. | Penma Perintah Relaas
pangglla_n panggil 15_ panggilan
delegasi dan ATK Menit delegasi
mengetik relaas

v
Melaksanakan
Relaas delegasi I I ;ela;z:n
7. | kepada para o ?g ' 1 hari Relaas
pihak aaman panggilan
gugatan diterima pihak
ATK
Membuat .
pengantar Relaas 20 Relaas dikirim

8. | pengiriman v panggilan menit | Melalui Kantor
relaas. [ ] ATK POS
Menyerahkan
relaas
panggilan Relaas Relaas i

panggilan

9 zﬁgl?sﬁzrllan D Panggilan 10 menit yang telah
kepada ATK dilaksanakan
koordinator
delegasi
Koordinator
delegasi
mengirim Relaas Relaas panggilan

10 | relaas yang Panggilan 10 menit yang sudah
sudah ATK dilaksanakan
dijalankan D
melalui SIPP

Halaman 2 dari 2




NOMOR SOP WS5-U9/ /44 /0T.01.3/11/2021
TGL. PEMBUATAN | 11 November 2021
TGL. REVISI s
TGL. EFEKTIF 12/November 2021
MAHKAMAH AGUNGR.I. DISAHKAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II I /. SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang j \ . \"
Kabupaten Sarolangun )
DEKA DIANA
NAMA SOP sop PE[AKSANAAN DELEGASI KELUAR
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement/S.1941-44) | 1. S1-Hukum
Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui 2 D3
(R.1.B.) ' .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 | 3. SMA Sederajat
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum. Jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004.

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 03 Tahun 2012
Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 02
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan
Panggilan Dan Pemberitahuan .

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
002 Tahun

9. 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Dibawahnya

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan .

; 1. Buku Register Induk Perkara.
2. SOP Penyelesaian Perifara Perdata Gugatan 2 PC:‘Laptc?p Printer dan Jaringan Internet
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding 3‘ Alat Tulis r&antor (ATK)
4. SOP Proses Penyelesaian Perkara Perdata Kasasi 4' Formulir Checklist. :

5. Buku referensi dan ekspedisi.

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian Delegasi| 1. Buku induk keuangan perkara perdata.
Panggilan/Pemberitahuan (Dari Pengadilan Pengaju) Akan 2. Buku induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan
Terhambat

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
-_ Koordinator| . PP Persyaratan/ Ket
No Aktivitas Delegasi KPN Panitera USIJSP Perlengkapan Waktu Output
Membuat surat
1. | permohonan ( } 30
ﬁ:nF?g:g: dﬂzlr??(zilg Surat keluar Menit [Surat keluar
di tuju.
2. Menatandatangani EI ISurat delegasi
gelegasi k:pada Disposisisurat | Menit (didisposisi
: KPN
Panitera
Menginput surat I I Surat Permohonan
pemohonan permohonan 15 ldelegasi sudah
Delegasi beserta Delegasi dan resil  menit diinput di SIPP
wesel ke SIPP Wessel
Surat delegasi
Mendisposisi yang sudh
i Ll 30 > b
3. | surat delegasi D Disposisi surat Menit g:r?ict):g
Menerima surat
4. | delegasi yang telah E _ 30
didisposisi Disposisi surat | Menit  [Disposisi surat
Surat
5. | Mengirim surat > permohonan
permohonan bantuan ﬂ delegasi
delegasi ke PN yang udah
dituju Meneruskan 10 Wikirimkan
surat delegasi Menit leh JSP dan
udah ada
tanda bukti
pengiriman
Menerima relaas .
g | dari PN termohon E....l‘ Relaas dari PN Relaas dari PN
* | bantuan delegasi termohon 10 fermohon telah
Menit  lditerima
Menyerahkan
Relaas yang telah . Relaas dari PN
7. | Kembali kepada PP ’D Relaas dari PN _ ftermohon telah
yang memegang termohon 10 menit diterima dan
perkara elah
iserahkan
kepada PP

Halaman 2 dari 2




